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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) merupakan tahapan penting 

yang harus diikuti oleh setiap CPNS sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya dibekali dengan kemampuan teknis, namun ditanamkan 

pula nilai-nilai dasar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional, dan 

berkarakter. Latsar CPNS dirancang agar para peserta mampu menerapkan core values ASN 

BerAKHLAK – yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 

dan Kolaboratif – dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Nilai-nilai ini 

diharapkan menjadi pedoman moral sekaligus budaya kerja dalam menjalankan peran ASN 

sebagai pelayan masyarakat dan perekat bangsa. 

Sebagai bagian dari proses pembelajaran Latsar CPNS, setiap peserta diwajibkan 

menyusun aktualisasi, yaitu penerapan nilai-nilai BerAKHLAK di tempat kerja masing-masing. 

Melalui kegiatan aktualisasi, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan yang 

terjadi secara nyata di unit kerja, lalu merumuskan solusi sederhana yang memberikan manfaat 

langsung bagi lingkungan kerjanya. 

Penulis yang bertugas sebagai CPNS Pengelola Keprotokolan, dengan penempatan di 

Subbagian Penyelenggaraan Upacara, Bagian Protokol, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat 

Sekretariat Jenderal DPR RI, memiliki kesempatan untuk mengamati langsung proses kerja 

keprotokolan di lingkungan DPR RI. Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislasi, 

anggaran, dan pengawasan, DPR RI juga memiliki tata kehidupan kelembagaan yang 

menjunjung tinggi nilai kehormatan. Salah satu bentuknya adalah Upacara Persemayaman 

Anggota DPR RI, yaitu prosesi penghormatan terakhir bagi anggota DPR RI yang telah wafat, 

sebagai simbol penghargaan atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. 

Dari hasil pengamatan selama bertugas, penulis menemukan tiga isu utama di lingkungan 

kerja terkait penyelenggaraan Upacara Persemayaman Anggota DPR RI, yaitu: 

1. Belum tersedia pedoman tertulis atau standar baku tata cara penyelenggaraan upacara 

persemayaman anggota DPR RI; 

2. Kurangnya media panduan praktis bagi petugas protokol dalam pelaksanaan persemayaman 

anggota DPR RI; 

3. Belum terdokumentasinya praktik terbaik (best practice) dalam penyelenggaraan upacara 

persemayaman anggota DPR RI. 
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Ketiga isu tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran dan konsistensi pelaksanaan 

kegiatan, terutama bagi petugas baru yang belum memiliki pengalaman. Setelah dilakukan 

analisis dan penapisan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), diperoleh 

hasil bahwa isu yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah belum tersedianya pedoman 

tertulis atau standar baku tata cara penyelenggaraan upacara persemayaman anggota DPR RI. 

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggagas penyusunan 

Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman Anggota DPR RI sebagai bentuk 

aktualisasi. Buku saku ini dirancang agar berisi tata urutan acara, tata tempat, susunan acara, 

serta pembagian tugas petugas secara ringkas dan mudah dipahami. Melalui buku saku ini, 

diharapkan seluruh petugas protokol memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan tugas, 

sehingga upacara dapat berjalan lebih tertib, khidmat, dan profesional. 

Penyusunan buku saku ini merupakan wujud nyata penerapan nilai-nilai Kompeten 

(memahami dan menerapkan pengetahuan teknis secara tepat), Akuntabel (bekerja berdasarkan 

standar dan tanggung jawab yang jelas), serta Kolaboratif (melibatkan mentor, atasan, dan rekan 

kerja dalam proses penyusunan). Melalui kegiatan ini, penulis berharap dapat memberikan 

kontribusi kecil namun bermakna bagi peningkatan profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan 

tugas keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, sekaligus menumbuhkan rasa 

Bangga Melayani Bangsa. 

B. Dasar Hukum 

Dalam penyusunan laporan aktualisasi ini, penulis menggunakan sejumlah peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan resmi yang menjadi landasan pelaksanaan Latsar CPNS, 

pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tugas dan fungsi unit kerja, serta penerapan prinsip 

SMART ASN. Landasan hukum tersebut meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5166); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 

serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30); 

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan 

Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; 

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 434/K.1/PDP.07/2024 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

13/K.1/PDP.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil; 

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 581/K.1/PDP.07/2024 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal DPR RI; 

11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 

SOP AP OT03.03-0009 Tentang Persemayaman Jenazah Anggota DPR RI. 

C. Tujuan 

Latsar CPNS tahun 2025 di Sekretariat Jenderal DPR RI bertujuan membentuk ASN yang 

profesional, berintegritas, dan mampu bekerja sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK 

(Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kompeten). 

Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga 

membangun karakter ASN, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, 

dan beretika. 

Dalam tahap aktualisasi, peserta menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK melalui proyek 

nyata di unit kerja. Pada penulis, penerapan tersebut diwujudkan dalam penyusunan Buku Saku 

Penyelenggaraan Upacara Persemayaman Anggota DPR RI. Tujuannya adalah: 
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1. Menyediakan pedoman tertulis yang ringkas, seragam, dan praktis bagi petugas protokol. 

2. Meningkatkan konsistensi, ketertiban, dan profesionalisme dalam pelaksanaan upacara 

persemayaman. 

3. Mendokumentasikan praktik terbaik (best practice) agar dapat diwariskan kepada petugas 

baru dan dijadikan acuan bersama. 

4. Mendukung kelancaran tugas keprotokolan secara efektif dan efisien. 

D. Manfaat 

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata, 

baik bagi organisasi, pegawai, maupun lembaga secara keseluruhan, yaitu: 

1. Manfaat bagi Individu 

• Pengembangan Kompetensi 

Penulis memperoleh keterampilan dalam menyusun pedoman praktis keprotokolan, serta 

kemampuan komunikasi dan koordinasi lintas pihak. 

• Peningkatan Karakter dan Etika Kerja 

Melalui penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, penulis semakin terbiasa bekerja dengan 

teliti, menjunjung profesionalisme, dan menjaga wibawa lembaga 

• Kesiapan Karir 

Pengalaman menyusun buku saku aktualisasi memberikan bekal praktis untuk 

menghadapi tantangan pekerjaan di bidang keprotokolan di masa depan. 

2. Manfaat bagi Instansi/Unit Kerja 

• Penigkatan Efisiensi Kerja 

Buku saku mempermudah petugas dalam memahami tata urutan acara, tata tempat, serta 

pembagian tugas secara ringkas. 

• Peningkatan Kualitas Layanan 

Tersedianya pedoman tertulis mendukung kelancaran acara dan mengurangi risiko 

kesalahan teknis. 

• Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi 

Proses kerja dokumentasi dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan 

diwariskan ke generasi petugas berikutnya. 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

• Pelayanan Publik yang lebih Responsif 

Kelancaran pelaksanaan upacara persemayaman memberikan penghormatan yang lebih 

khidmat bagi anggota DPR RI dan keluarganya. 

• Kepastian dan Keandalan Informasi 
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Masyarakat dan pemangku kepentingan memperoleh jaminan bahwa acara resmi DPR 

RI diselenggarakan secara tertib, sesuai standar, dan berwibawa. 

• Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Pedoman tertulis mendukung kinerja protokol yang profesional sehingga memperkuat 

citra DPR RI sebagai lembaga tinggi negara. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

 

A. Visi dan Misi Organisasi 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga perwakilan 

rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan ketiga fungsi utama 

tersebut, DPR RI menetapkan visi dan misi kelembagaan yang menjadi arah dalam setiap 

penyelenggaraan tugas dan kewenangannya. 

1. Visi DPR RI 

Terwujudnya DPR RI sebagai Pilar Demokrasi Substansial yang Modern, Aspiratif, 

Responsif, dan Akuntabel, menuju Indonesia Emas 2045. 

2. Misi DPR RI 

a. Mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang 

efektif untuk mempercepat terwujudnya tujuan bernegara. 

b. Mewujudkan tata kelola kelembagaan DPR RI yang dinamis (dynamic parliament 

governance) untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi 

birokrasi. 

B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPR RI 

Dalam mendukung kebijakan Penguatan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan dan 

Peran Diplomasi Parlemen dalam upaya Mempercepat Terwujudnya Tujuan Bernegara yang 

Mencerminkan Keterwakilan Rakyat, Sekretariat Jenderal DPR menetapkan sasaran strategis 

“Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, 

dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi”. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, ditetapkanlah sasaran program sebagai 

berikut: 

a. Terwujudnya layanan Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional, akuntabel, dan 

modern untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas 

melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal yang 

handal. 

b. Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem 

pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi 

dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi. 
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C. Struktur Unit Kerja 

Secara struktural, Bagian Protokol berada di bawah Biro Protokol dan Hubungan 

Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

Gambar 2.1 – Struktur Organisasi Biro Protokol dan Hubungan Masyakat Bagian Protokol 

Bagian Protokol sendiri memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR 

RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI 

Paragraf 6 Pasal 168 adalah melaksanakan dukungan keprotokolan dalam acara dan upacara 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. Lalu dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 169, Bagian Protokol 

menyelenggarakan fungsi: 

• penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Protokol; 

• penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan; 

• pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan dukungan keprotokolan di 

bandara; 

• pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara alat kelengkapan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 

• pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
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Indonesia dan Sekretariat Jenderal; 

• pelaksanaan tata usaha Bagian Protokol; dan 

• pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol dan Hubungan 

Masyarakat. 

Penulis merupakan CPNS Pengelola Keprotokolan, yang mana ditempatkan pada 

Subbagian Penyelenggaraan Upacara. Subbagian Penyelenggaraan Upacara sendiri berada di 

bawah naungan Bagian Protokol. Sesuai dengan Persekjen No. 6 Tahun 2021 Pasal 171 ayat 3, 

Subbagian Penyelenggaraan Upacara mempunyai tugas melakukan dukungan keprotokolan 

dalam upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. Dalam 

pelaksanaan tugas tersebut, Subbagian Penyelenggaraan Upacara berperan penting dalam 

memastikan seluruh rangkaian upacara berjalan dengan tertib, khidmat, dan sesuai dengan tata 

urutan keprotokolan yang berlaku. Unit ini menjadi garda depan dalam menjaga wibawa lembaga 

melalui penyelenggaraan upacara resmi yang mencerminkan nilai-nilai kehormatan dan 

profesionalisme DPR RI. 

D. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta 

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2394/SEKJEN/2024 

tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal 

DPR RI, Pengelola Keprotokolan memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut. 

1. Tugas Pengelola Keprotokolan 

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program/rencana yang telah ditetapkan. 

Melaksanakan dan menyusun laporan kegiatan 

Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan kinerja 

Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

2. Fungsi Pengelola Keprotokolan 

• Menganalisis data 

Mempelajari, mengurai, merinci, dan menilai data untuk mendapatkan kejelasan, atau 

menyajikan tindakan alternatif 

• Menerima instruksi 

Membantu melaksanakan kerja berdasarkan perintah atasan yang tidak memerlukan 

tanggapan 

• Memegang 

Menggunakan anggota badan, perkakas tangan, atau alat khusus lain dalam 

mengerjakan, memindahkan atau membawa benda 

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, terdapat keterkaitan langsung dalam belum 
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tersedianya pedoman tertulis/standar baku penyelenggaraan upacara persemayaman anggota 

DPR RI. Saat ini, pelaksanaan upacara masih banyak bergantung pada pengalaman petugas 

senior atau instruksi secara lisan, sehingga belum tersedia acuan yang ringkas dan seragam. 

Dalam hal ini, kegiatan pengelolaan protokol, seperti pelaksanaan program kerja, penyusunan 

laporan kegiatan, pengumpulan bahan laporan kinerja, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain 

yang diberikan pimpinan akan berpotensi terhambat bila tidak segera diatasi. Hal ini juga dapat 

menyebabkan inkonsistensi dalam tata urutan acara, koordinasi yang kurang efektif, serta risiko 

kesalahan teknis dalam pelaksanaan upacara dari waktu ke waktu. Akibatnya, efektivitas dan 

efisiensi kerja unit keprotokolan menurun, profesionalisme ASN terganggu, dan 

penyelenggaraan upacara persemayaman di DPR RI secara keseluruhan berisiko tidak berjalan 

optimal, terutama dalam menjaga wibawa lembaga serta memberikan penghormatan terakhir 

kepada anggota dewan. 

Dalam konteks kegiatan aktualisasi ini, peran penulis sebagai CPNS Pengelola 

Keprotokolan difokuskan pada penyusunan panduan kerja berupa Buku Saku Penyelenggaraan 

Upacara Persemayaman Anggota DPR RI. Kegiatan ini menjadi bentuk penerapan tugas dalam 

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan, sekaligus penerapan fungsi analisis data 

dan pelaksanaan instruksi pimpinan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun acuan standar 

yang dapat digunakan oleh seluruh petugas protokol, terutama bagi pegawai baru di Bagian 

Protokol.  
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BAB III 

PENETAPAN ISU PRIORITAS 

 

A. Identifikasi Isu 

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Dalam lingkup 

Sekretariat Jenderal DPR RI, unit Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol 

memiliki peran penting dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan kenegaraan dan dukungan 

administratif protokoler. 

Saat ini, penulis bertugas sebagai Pengelola Keprotokolan, di mana fungsi dan tugas 

sesuai dengan SK Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2394/SEKJEN/2024, mencakup 

pelaksanaan program kegiatan, penyusunan dan pelaporan kegiatan, pengumpulan bahan 

penyusunan laporan kinerja, serta menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. 

Berdasarkan pemetaan situasi, penulis menemukan beberapa isu yang mempengaruhi efektivitas 

pelaksanaan tugas dan aktivitas Pengelolaan Keprotokolan, khususnya terkait dengan upacara 

persemayaman anggota DPR RI. Pertama, belum tersedianya pedoman tertulis atau standar baku 

tata cara penyelenggaraan upacara persemayaman, sehingga pelaksanaan masih bergantung pada 

pengalaman petugas senior atau instruksi lisan. Kedua, kurangnya media panduan praktis yang 

ringkas untuk petugas, khususnya bagi pegawai baru atau yang mengalami rotasi penugasan, 

sehingga butuh waktu lebih lama dalam memahami alur kerja acara. Ketiga, praktik terbaik (best 

practice) dari setiap pelaksanaan upacara belum terdokumentasi secara resmi, sehingga 

pengetahuan hanya berpindah secara lisan dari senior ke junior dan berisiko hilang jika terjadi 

pergantian personil. 

Isu-isu ini memerlukan perhatian dan penyelesaian strategis agar pelaksanaan tugas 

Pengelola Keprotokolan, khususnya dalam penyelenggaraan upacara persemayaman, dapat 

berjalan lebih konsisten, efisien, dan mendukung kualitas layanan protokoler yang profesional 

serta menjaga wibawa DPR RI. 
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2. Deskripsi Isu 

a. Isu 1 – Belum tersedia pedoman tertulis atau standar baku untuk tata cara 

penyelenggaraan upacara persemayaman anggota DPR RI 

Upacara persemayaman anggota DPR RI merupakan salah satu bentuk 

penghormatan terakhir yang memiliki tata urutan, tata tempat, dan prosedur resmi yang 

harus dijalankan secara tertib. Pelaksanaannya menuntut adanya pedoman yang jelas, 

seragam, dan mudah dipahami agar setiap petugas protokol dapat melaksanakan tugas 

sesuai dengan standar yang sama. Namun, saat ini pelaksanaan upacara masih sangat 

bergantung pada pengalaman petugas senior atau instruksi lisan dari pimpinan. 

Memang telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Jenderal 

DPR RI, namun dokumen tersebut masih bersifat umum, panjang, dan teknis, sehingga 

belum praktis dijadikan acuan oleh petugas di lapangan. Akibatnya, SOP lebih banyak 

difungsikan sebagai kerangka aturan formal, bukan sebagai panduan operasional yang 

aplikatif untuk pelaksanaan acara. Kondisi ini menimbulkan potensi perbedaan 

interpretasi antar petugas, koordinasi yang memakan waktu lebih lama, dan risiko 

terjadinya kesalahan teknis dalam tata urutan acara. Hal tersebut tentu dapat 

memengaruhi citra profesionalisme dan wibawa lembaga, mengingat upacara 

persemayaman merupakan kegiatan resmi yang melibatkan pimpinan DPR RI serta 

keluarga almarhum.  

 

Gambar 3.1 – SOP Persemayaman Jenazah DPR RI 
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Gambar 3.2 –  SOP Persemayaman Jenazah DPR RI 

 

Gambar 3.3 – SOP Persemayaman Jenazah DPR RI 

Hal ini diperkuat dengan bukti pada Gambar 3.3 di atas berupa SOP Sekretariat 

Jenderal DPR RI yang masih bersifat umum dan panjang, sehingga menunjukkan belum 

adanya pedoman tertulis dalam format ringkas dan praktis yang dapat digunakan 

langsung oleh petugas protokol di lapangan. 

Kondisi ini berkaitan erat dengan prinsip Manajemen ASN yang Layak dan 

Sistematis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Manajemen PNS. Dokumen pedoman yang layak harus memenuhi standar kualitas 

penyelenggaraan tugas, sementara aspek sistematis menuntut adanya tata urutan kerja 

yang jelas, menyeluruh, dan efisien. Tanpa pedoman ringkas, pelaksanaan tugas berisiko 
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tidak konsisten dan sulit dipertanggungjawabkan. 

Selain itu, isu ini juga terkait dengan ciri SMART ASN “Profesional” dan 

“Integritas”. Profesional ditunjukkan dengan kemampuan ASN menyelesaikan tugas 

sesuai kompetensi yang disyaratkan, termasuk memastikan tata upacara berjalan tertib 

dan konsisten. Integritas berarti ASN tetap melaksanakan tugas sesuai aturan meskipun 

tidak selalu diawasi, sehingga pedoman yang ringkas dan praktis akan memperkuat 

kepatuhan pada standar kerja yang berlaku. Dengan demikian, penyusunan pedoman ini 

tidak hanya menyelesaikan masalah teknis di lapangan, tetapi juga mendukung 

terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik 

yang akuntabel. 

b. Isu 2 – Kurangnya media panduan praktis bagi petugas protokol dalam 

pelaksanaan persemayaman 

Dalam pelaksanaan tugas protokoler, khususnya upacara persemayaman anggota 

DPR RI, petugas sering mengalami kesulitan ketika harus memahami alur acara, tata 

tempat, dan pembagian tugas hanya dari SOP yang bersifat panjang dan teknis. Kondisi 

ini semakin terasa bagi ASN baru atau petugas yang mengalami rotasi penugasan, 

sehingga mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Akibatnya, 

koordinasi memerlukan briefing tambahan dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam 

prosesi jika tidak dipahami dengan benar. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan 

media panduan praktis yang ringkas, jelas, dan mudah diakses agar petugas dapat 

langsung memahami tugas dan alur acara tanpa harus menunggu penjelasan panjang dari 

senior. 
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Gambar 3.4 – Skrip MC Upacara Persemayaman Jenazah DPR RI 

 

Gambar 3.5 – Skrip MC Upacara Persemayaman Jenazah DPR RI 

 

Gambar 3.6 – Persiapan Pelaksanaan Upacara Persemayaman Jenazah DPR RI 
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Isu ini didukung dengan Gambar 3.4 dan Gambar 3.5 di atas berupa skrip MC 

persemayaman yang belum sepenuhnya selaras dengan praktik lapangan. Selain itu, pada 

Gambar 3.6 berupa foto briefing petugas juga menunjukkan bahwa panduan praktis yang 

seragam memang belum tersedia. 

Kondisi ini berhubungan dengan prinsip Manajemen ASN yang Akuntabel dan 

Terukur. Akuntabel karena setiap tata cara yang dijalankan harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, maupun administrasi, sementara Terukur 

menuntut adanya indikator kinerja yang jelas agar hasil pelaksanaan dapat dievaluasi 

secara objektif. Tanpa panduan praktis yang seragam, akuntabilitas pelaksanaan upacara 

menjadi lemah dan sulit dilakukan evaluasi kinerja yang terukur. 

Dari sisi SMART ASN, isu ini selaras dengan ciri Simple dan Responsive. 

Simple, karena ASN dituntut untuk menyusun panduan yang ringkas, mudah dipahami, 

dan langsung dapat digunakan oleh petugas di lapangan. Responsive, karena ASN harus 

mampu menyesuaikan tata laksana dengan cepat terhadap kebutuhan situasional saat 

upacara berlangsung. Dengan adanya panduan praktis yang seragam, ASN dapat 

melaksanakan fungsi pelayanan publik secara lebih efektif, efisien, dan selaras dengan 

prinsip smart governance. 

c. Isu 3 – Belum terdokumentasinya praktik terbaik (best practice) dalam 

penyelenggaraan upacara persemayaman anggota DPR RI 

Setiap pelaksanaan upacara persemayaman anggota DPR RI memiliki 

pengalaman teknis yang berbeda, misalnya dalam penataan tata tempat, pengaturan alur 

masuk pejabat, atau pembagian peran petugas. Sayangnya, pengalaman berharga tersebut 

belum pernah terdokumentasi secara resmi, melainkan hanya diwariskan secara lisan dari 

senior kepada junior. Kondisi ini menimbulkan risiko hilangnya pengetahuan apabila 

terjadi pergantian personel atau rotasi petugas. Selain itu, ketiadaan dokumentasi best 

practice membuat kualitas pelaksanaan acara berpotensi tidak konsisten dari waktu ke 

waktu. 
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Gambar 3.7 – Persiapan Pelaksanaan Upacara Persemayaman Jenazah DPR RI 

 

Gambar 3.8 – Pelaksanaan Upacara Persemayaman Jenazah DPR RI 
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Gambar 3.9 – Pelaksanaan Upacara Persemayaman Jenazah DPR RI 

Hal ini dibuktikan melalui lampiran di atas berupa foto dokumentasi pelaksanaan 

upacara persemayaman anggota DPR RI, yang menunjukkan bahwa kegiatan telah 

berjalan, namun praktik terbaiknya belum terdokumentasikan secara sistematis dalam 

bentuk referensi resmi seperti belum adanya layout tata tempat. 

Kondisi ini berkaitan dengan prinsip Manajemen ASN yang Sistematis dan 

Berkesinambungan. Sistematis berarti setiap prosedur kerja harus ditata secara terstruktur 

agar mudah dipahami dan diterapkan kembali, sedangkan Berkesinambungan menuntut 

agar praktik terbaik terdokumentasi sehingga dapat diwariskan kepada petugas 

berikutnya, tidak hanya bergantung pada pengalaman individu. Tanpa dokumentasi 

praktik terbaik, pelaksanaan kegiatan berisiko tidak konsisten dan sulit ditingkatkan 

kualitasnya secara terus-menerus. 

Dari perspektif SMART ASN, isu ini relevan dengan ciri Accountable dan 

Transparent. Accountable karena dokumentasi praktik terbaik menjadi dasar 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan protokol yang konsisten, sedangkan Transparent 

menuntut adanya keterbukaan referensi resmi yang dapat diakses dan dipedomani oleh 

semua petugas. Dengan adanya dokumentasi praktik terbaik, ASN dapat menunjukkan 

kinerja yang lebih profesional, konsisten, dan mendukung terwujudnya pelayanan publik 

yang efektif dan efisien. 

  



30  

B. Penetapan Isu Prioritas 

1. Teknik Tapisan Isu 

Dalam menentukan isu prioritas, penulis melakukan teknik tapisan Teknik Tapisan 

APKL dan Teknik Tapisan USG. Berikut teknik tapisan yang digunakan beserta 

parameternya. 

a. Teknik Tapisan APKL 

Teknik tapisan APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak) digunakan 

untuk menyaring isu agar dapat dipastikan relevan, penting, dan sesuai dengan konteks 

organisasi. 

Tabel 3.2 – Kriteria Penilaian Teknik Tapisan APKL 

Kriteria Indikator Skor 1 Skor 2 Skor 3 

Aktual Tingkat kesesuaian isu 

dengan situasi saat ini 

Tidak 

sesuai 

Kurang 

sesuai 

Sangat 

sesuai 

Problematik Tingkat permasalahan 

yang ditimbulkan isu 

Tidak 

problematik 

Cukup 

problematik 

Sangat 

problematik 

Kekhalayakan Tingkat keterlibatan 

khalayak 

(internal/eksternal) 

Tidak 

melibatkan 

Melibatkan 

sebagian 

Melibatkan 

banyak 

pihak 

Layak Kesesuaian isu dengan 

tugas, fungsi, dan 

kapasitas CPNS 

Tidak layak Cukup 

layak 

Sangat 

layak 

Dengan teknik tapisan APKL, hasil tapisan akan menunjukkan bahwa ketiga isu 

yang penulis angkat, yakni pedoman tertulis, media panduan praktis, dan dokumentasi 

best practice, memenuhi syarat aktual, problematik, melibatkan khalayak, serta layak 

untuk dijadikan isu aktualisasi. 

b. Teknik Tapisan USG 

Pada teknik tapisan USG (Urgency, Seriousess, Growth), penulis menentukan isu 

prioritas berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi perkembangan isu yang 

didapatkan. 
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Tabel 3.3 – Kriteria Penilaian Teknik Tapisan USG 

Nilai Urgency Seriousness Growth 

1 Tidak mendesak 

(>1 tahun) 

Tidak serius (dampak 

individu) 

Tidak cepat memburuk (>1 

tahun) 

2 Kurang mendesak 

(1 tahun) 

Kurang serius (dampak 

sebagian petugas) 

Kurang cepat memburuk (1 

tahun) 

3 Cukup mendesak 

(6 bulan) 

Cukup serius (dampak 

unit kerja) 

Cukup cepat memburuk (6 

bulan) 

4 Mendesak (3 

bulan) 

Serius (dampak unit 

kerja & stakeholder) 

Cepat memburuk (3 bulan) 

5 Sangat mendesak 

(1 bulan) 

Sangat serius (dampak 

lembaga & publik) 

Sangat cepat memburuk (1 

bulan) 

 

2. Pemilihan Isu Prioritas 

Berdasarkan indikator penilaian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

dilakukan analisis tapisan isu menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) 

untuk menentukan isu mana yang paling mendesak dan penting untuk segera ditindaklanjuti. 

Sebagai CPNS Pengelola Keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, penulis 

menyadari bahwa tidak semua isu dapat diselesaikan sekaligus dalam tahap aktualisasi. Oleh 

karena itu, diperlukan prioritas agar langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak 

nyata, sejalan dengan tugas dan fungsi unit kerja. 

Penetapan isu prioritas ini juga bertujuan agar aktualisasi tidak hanya sekadar menjadi 

proyek individu, melainkan dapat memberikan manfaat langsung bagi kelancaran tugas 

keprotokolan, mendukung visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI, serta berkontribusi 

pada penguatan citra kelembagaan DPR RI. 

Berikut disajikan hasil penilaian kuantitatif untuk masing-masing isu menggunakan 

metode USG. Penilaian ini membantu dalam menentukan prioritas penanganan isu secara 

lebih terukur dan objektif. 
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Tabel 3.4 – Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Teknik Tapisan Isu USG 

No 
Isu Kriteria Jumlah 

Nilai  U S G 

1. Belum tersedia pedoman tertulis atau standar baku 

untuk tata cara penyelenggaraan upacara 

persemayaman anggota DPR RI 

5 5 5 15 

2. Kurangnya media panduan praktis bagi petugas 

protokol dalam pelaksanaan persemayaman 

4 4 4 12 

3. Belum terdokumentasinya praktik terbaik (best 

practice) dalam penyelenggaraan upacara 

persemayaman anggota DPR RI 

3 4 3 10 

Pemberian nilai untuk setiap kriteria di atas diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Isu 1 – Belum tersedia pedoman tertulis atau standar baku untuk tata cara 

penyelenggaraan upacara persemayaman anggota DPR RI 

• Urgency (5 – Sangat Mendesak): Upacara persemayaman adalah prosesi resmi 

yang harus berjalan khidmat dan tertib. Ketiadaan pedoman tertulis membuat 

pelaksanaan hanya bergantung pada instruksi lisan, sehingga perlu segera 

ditangani. 

• Seriousness (5 – Sangat Serius): Dampaknya sangat serius karena berhubungan 

langsung dengan wibawa lembaga DPR RI dan penghormatan terakhir terhadap 

anggota yang wafat. Kesalahan tata upacara dapat merusak citra institusi. 

• Growth (5 – Sangat Cepat Memburuk): Jika dibiarkan, ketidakseragaman tata 

cara bisa semakin besar seiring dengan pergantian petugas, dan kesalahan teknis 

akan makin berulang. 

b. Isu 2 – Kurangnya media panduan praktis bagi petugas protokol dala pelaksanaan 

persemayaman 

• Urgency (4 – Mendesak): Panduan praktis diperlukan segera, terutama untuk 

ASN baru yang sering kesulitan memahami alur acara. 

• Seriousness (4 – Serius): Tanpa media panduan, pelaksanaan acara berpotensi 

tidak konsisten dan menimbulkan kesalahan teknis yang bisa mencoreng tata 

upacara. 

• Growth (4 – Cepat Memburuk): Jika tidak dibuat, kesulitan bagi petugas baru 

akan terus berulang, sehingga menambah beban briefing dan koordinasi senior. 
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c. Isu 3 – Belum terdokumentasinya praktik terbaik (best practice) dalam 

penyelenggaran upacara persemayaman anggota DPR RI 

• Urgency (3 – Cukup Mendesak): Dokumentasi best practice penting, tetapi 

tidak lebih mendesak dibanding pedoman tertulis. 

• Seriousness (4 – Serius): Dampaknya serius karena pengetahuan teknis bisa 

hilang saat terjadi rotasi petugas. 

• Growth (3 – Cukup Cepat Memburuk): Jika dibiarkan, kualitas pelaksanaan 

acara akan semakin tidak konsisten dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan hasil tapisan APKL dan penilaian dengan teknik USG, ditetapkan bahwa 

isu prioritas yang dijadikan fokus aktualisasi adalah: 

“Belum tersedia pedoman tertulis atau standar baku untuk tata cara penyelenggaraan 

upacara persemayamn anggota DPR RI” 

Isu ini memiliki nilai 15 sebagai skor tertinggi dan dipandang paling mendesak serta serius 

untuk segera ditangani, mengingat keterkaitannya dengan kelancaran tugas keprotokolan dan 

citra kelembagaan DPR RI. 

C. Analisis Isu 

Dalam upaya mengidentifikasi penyebab mendalam dari isu prioritas, digunakan diagram 

fishbone dengan kategori Man, Methods, Equipment, Environment, Materials, dan 

Measurement. Diagram fishbone atau cause-effect diagram pertama kali diperkenalkan oleh 

Kaoru Ishikawa, dan sering dipakai untuk menemukan akar masalah dengan cara memetakan 

berbagai faktor penyebab secara sistematis. 

Analisis ini bertujuan untuk memahami mengapa sampai saat ini belum ada pedoman 

tertulis atau standar baku penyelenggaraan upacara persemayaman anggota DPR RI, sehingga ke 

depan dapat ditentukan langkah perbaikan yang tepat agar penyelenggaraan acara berjalan lebih 

konsisten, efektif, dan profesional. 
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Gambar 3.10 – Fishbone Diagram Isu Belum Tersedia Pedoman Tertulis atau Standar Baku untuk Tata Cara 

Penyelenggaraan Upacara Persemayaman Anggota DPR RI 

Berdasarkan analisis Fishbone Diagram, terdapat enam faktor penyebab utama, 

sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.10 berikut: 

1. Man (Sumber Daya Manusia) 

• Ketergantungan pada pengalaman senior: Petugas baru biasanya hanya belajar 

melalui instruksi lisan dari senior, sehingga pemahaman alur acara sangat bergantung 

pada siapa yang memberikan arahan. Akibatnya, terjadi perbedaan gaya kerja dan 

standar pelaksanaan antar generasi petugas. 

• Kurangnya transfer pengetahuan formal: Pengetahuan teknis acara tidak 

dituangkan dalam dokumen resmi. Semua masih mengandalkan hafalan atau cerita 

pengalaman, sehingga ada risiko pengetahuan hilang saat terjadi rotasi atau 

pergantian personel. 

• Kesulitan adaptasi bagi ASN baru: ASN baru membutuhkan waktu lebih lama 

untuk beradaptasi karena tidak ada panduan tertulis yang bisa dipelajari secara 

mandiri. Hal ini menghambat kecepatan mereka dalam menjalankan tugas di 

lapangan. 

2. Methods (Metode/Prosedur) 

• SOP terlalu panjang dan umum: Dokumen SOP yang ada bersifat normatif dan 

teknis, sehingga tidak praktis digunakan langsung di lapangan. Hal ini menyulitkan 

petugas saat harus bertindak cepat. 

• Belum ada pedoman praktis di lapangan: Rundown acara atau skrip MC yang ada 

masih bersifat parsial dan berbeda-beda tiap kegiatan. Tidak ada format yang 

distandarkan. 
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• Koordinasi berulang: Karena belum ada panduan baku, setiap acara selalu 

membutuhkan briefing tambahan yang memakan waktu. Padahal dengan pedoman 

tertulis, banyak hal bisa dipahami lebih cepat. 

3. Equipment (Sarana dan Peralatan Pendukung) 

• Ketiadaan alat bantu visual: Tidak tersedia cue card, bagan tata tempat, atau 

panduan singkat yang bisa dijadikan pegangan langsung oleh petugas di lapangan. 

• Dokumen pendukung tidak seragam: Skrip MC, rundown, dan daftar tugas kadang 

berbeda-beda formatnya antar acara, sehingga berpotensi menimbulkan 

miskomunikasi. 

• Akses dokumen terbatas: Dokumen acara biasanya tersebar di beberapa folder atau 

disimpan oleh individu, sehingga menyulitkan saat dibutuhkan cepat. 

4. Environment (Lingkungan Organisasi/Unit Kerja) 

• Variasi teknis tiap acara: Upacara persemayaman tidak selalu sama. Misalnya, tata 

tempat bisa berubah menyesuaikan kondisi keluarga almarhum atau protokol pejabat 

negara yang hadir. Karena variasi ini tidak terdokumentasi, petugas kesulitan 

memprediksi kebutuhan. 

• Budaya lisan lebih dominan: Pimpinan dan senior lebih sering memberikan arahan 

lisan dibanding membuat dokumen tertulis. Akibatnya, budaya dokumentasi kurang 

berkembang. 

• Tuntutan acara yang cepat: Suasana lapangan kadang mendesak dan butuh 

keputusan cepat. Tanpa pedoman tertulis, petugas harus menunggu instruksi 

langsung, sehingga berisiko menimbulkan keterlambatan. 

5. Materials (Bahan/Dokumen) 

• SOP tidak ramah lapangan: SOP yang ada lebih cocok untuk keperluan 

administratif, bukan untuk pegangan saat acara berlangsung. 

• Tidak ada dokumentasi best practice: Pengalaman teknis yang berharga dari acara-

acara sebelumnya tidak pernah dikompilasi atau dibukukan. Akibatnya, pengalaman 

hilang bersama pergantian petugas. 

• Minim referensi praktis: Tidak ada panduan dalam bentuk bagan, checklist, atau 

foto dokumentasi sebagai contoh standar tata tempat. 

6. Measurement (Pengukuran/Standar Evaluasi) 

• Tidak ada indikator baku keberhasilan acara: Misalnya, apakah ketepatan waktu, 

tata tempat, dan alur acara sesuai standar. Semua masih bersifat subjektif. 
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• Evaluasi pasca acara minim dokumentasi: Setelah acara, evaluasi biasanya hanya 

disampaikan lisan dalam rapat internal, tanpa dituangkan dalam laporan resmi yang 

bisa jadi acuan perbaikan. 

• Sulit menjaga konsistensi kualitas: Karena tidak ada tolak ukur, kualitas acara 

sering bergantung pada siapa penanggung jawabnya, bukan pada standar yang sama. 

Penentuan penyebab utama didasarkan pada faktor-faktor yang muncul berulang kali 

dalam beberapa kategori berbeda. Hasil analisis isu dengan diagram fishbone menunjukkan 

bahwa tidak adanya pedoman tertulis atau standar baku dalam penyelenggaraan upacara 

persemayaman anggota DPR RI merupakan akar masalah yang dominan. Hal ini tampak jelas 

karena faktor tersebut beririsan dengan seluruh kategori, yaitu Man, Methods, Equipment, 

Environment, Materials, dan Measurement, sehingga memperlihatkan bahwa ketiadaan pedoman 

tertulis menjadi penyebab mendasar dari berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

tugas keprotokolan. 

D. Gagasan Pemecahan Isu 

1. Gagasan 

Isu prioritas yang telah ditetapkan, yaitu belum tersedianya pedoman tertulis 

penyelenggaraan upacara persemayaman anggota DPR RI, menjadi dasar penting bagi 

penyusunan gagasan pemecahan isu. Upacara persemayaman adalah salah satu prosesi resmi 

yang sarat nilai kehormatan, sehingga setiap detail pelaksanaannya harus terjaga dengan baik. 

Tanpa pedoman tertulis, pelaksanaan acara masih mengandalkan arahan lisan dan 

pengalaman individu, yang mana akan berpotensi menimbulkan inkonsistensi serta 

memperlambat koordinasi di lapangan. 

Melalui gagasan penyusunan pedoman tertulis resmi, diharapkan Biro Protokol dan 

Hubungan Masyarakat dapat memiliki acuan standar yang seragam, praktis, dan mudah 

dipahami, sehingga seluruh petugas, baik yang senior maupun yang baru, memiliki pijakan 

yang sama dalam melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya 

menjadi solusi teknis, tetapi juga bagian dari upaya mendukung visi, misi, serta peran ASN 

dalam mewujudkan penyelenggaraan acara yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan 

prinsip SMART Governance. 

a. Keterkaitan dengan Visi dan Misi Organisasi 

Upacara persemayaman anggota DPR RI merupakan acara kenegaraan yang 

memiliki nilai kehormatan tinggi, sehingga pelaksanaannya harus tertib, konsisten, dan 

profesional. Namun, ketiadaan pedoman tertulis yang praktis membuat pelaksanaan 

masih sangat bergantung pada instruksi lisan atau pengalaman petugas senior. Kondisi 
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ini dapat menghambat kelancaran acara dan berpotensi menimbulkan prosedur yang tidak 

konsisten. 

Upaya penyusunan pedoman tertulis penyelenggaraan upacara persemayaman 

sejalan dengan visi Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu mewujudkan dukungan keahlian, 

administrasi, serta keprotokolan yang profesional dan akuntabel dalam mendukung 

pelaksanaan tugas DPR RI. Pedoman ini akan memperkuat fungsi Biro Protokol dan 

Hubungan Masyarakat dalam memberikan dukungan teknis keprotokolan yang konsisten, 

seragam, dan berstandar baku. 

Selain itu, inisiatif ini mendukung misi organisasi, yaitu menghadirkan pelayanan 

prima, tertib, dan profesional dalam setiap penyelenggaraan acara resmi DPR RI. Dengan 

adanya pedoman tertulis, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat dapat memperkuat 

citra kelembagaan DPR RI sebagai lembaga negara yang berwibawa dan berkomitmen 

pada standar protokol kenegaraan. 

b. Keterkaitan dengan Peran ASN dan SMART Governance 

Sebagai seorang ASN, Penulis menyadari pentingnya mendukung prinsip 

SMART Governance (Simple, Measurable, Accountable, Responsive, Transparent) 

dalam setiap pekerjaan. Isu ketiadaan pedoman tertulis pada acara persemayaman 

menunjukkan adanya tantangan pada aspek akuntabilitas dan responsivitas, karena 

petugas protokol baru harus banyak bergantung pada arahan lisan. 

Dengan adanya pedoman tertulis yang jelas, ASN dapat: 

• Menjamin akuntabilitas, karena setiap tahapan prosesi didasarkan pada standar 

yang terdokumentasi resmi, bukan hanya pengalaman individu. 

• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sebab pedoman akan mempermudah 

koordinasi dan mempercepat pemahaman petugas baru maupun rotasi. 

• Mendukung transparansi dan konsistensi, karena semua petugas memiliki acuan 

yang sama dalam melaksanakan tugas. 

• Memperkuat profesionalisme ASN, yang selaras dengan peran ASN sebagai 

pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa. 

Dengan begitu, penyusunan pedoman tertulis bukan sekadar solusi teknis, 

melainkan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan 

adaptif dalam mendukung SMART Governance di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR 

RI. 

Selain itu, isu ini juga erat kaitannya dengan ciri-ciri SMART ASN, yakni 

Profesional dalam bekerja sesuai standar, Integritas karena berpegang pada aturan baku, 
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serta Hospitality dengan memberikan pelayanan yang tertib dan menghormati martabat 

acara. Hal ini semakin memperkuat peran ASN dalam mendukung pelayanan publik yang 

efektif dan berorientasi pada SMART Governance. 

2. Tujuan  

Tujuan dari gagasan ini adalah: 

• Menyediakan panduan resmi dan seragam yang dapat digunakan oleh seluruh petugas 

protokol, baik yang senior maupun baru. 

• Mempermudah proses koordinasi dan komunikasi di lapangan, sehingga pelaksanaan 

acara lebih lancar. 

• Meminimalkan potensi kesalahan teknis yang dapat mengganggu jalannya acara 

kenegaraan. 

• Memberikan kepastian standar kerja yang mendukung profesionalisme Sekretariat 

Jenderal DPR RI dalam mendukung tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan. 

• Menciptakan dokumen acuan yang dapat digunakan secara berkelanjutan, meskipun 

terjadi pergantian atau rotasi petugas protokol. 

3. Kegiatan yang direncanakan 

Untuk mewujudkan gagasan ini, beberapa kegiatan yang direncanakan adalah: 

• Inventarisasi dokumen yang sudah ada, seperti SOP, rundown, dan skrip acara 

persemayaman. Dokumen ini akan dijadikan bahan dasar untuk penyusunan 

pedoman. 

• Diskusi dengan senior dan pimpinan guna menggali pengalaman nyata di lapangan 

yang selama ini tidak tertulis dalam SOP. Masukan dari senior akan memperkaya isi 

pedoman agar lebih sesuai dengan kondisi faktual. 

• Penyusunan draft pedoman yang ringkas, jelas, dan berbentuk praktis. Draft ini 

disusun agar mudah digunakan di lapangan, misalnya berbentuk buku saku atau 

dokumen digital. 

• Uji coba pedoman dalam simulasi acara atau kegiatan nyata untuk melihat sejauh 

mana pedoman tersebut membantu petugas. 

• Penyempurnaan pedoman berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari pelaksanaan 

uji coba. 

• Sosialisasi pedoman kepada seluruh petugas protokol agar semua pihak memahami 

isi dan siap menggunakannya sebagai standar. 
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4. Hasil yang diharapkan 

Dari gagasan ini, hasil yang diharapkan adalah: 

• Tersusunnya pedoman tertulis resmi penyelenggaraan upacara persemayaman 

anggota DPR RI yang dapat digunakan secara berkelanjutan. 

• Terwujudnya standarisasi kerja di antara petugas protokol, sehingga tidak ada lagi 

perbedaan cara kerja yang hanya bergantung pada pengalaman individu. 

• Petugas baru maupun yang mengalami rotasi dapat lebih cepat beradaptasi karena 

sudah ada panduan yang jelas. 

• Pelaksanaan acara menjadi lebih tertib, rapi, dan minim kesalahan, sehingga wibawa 

lembaga DPR RI tetap terjaga. 

• Tersedianya dokumen resmi yang dapat dijadikan warisan pengetahuan organisasi, 

bukan sekadar diwariskan secara lisan dari senior kepada junior
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B. Jadwal Rencana Kegiatan 

Sebagai bentuk perencanaan yang sistematis, penyusunan jadwal rencana kegiatan 

aktualisasi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan berjalan terarah, 

efektif, dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadwal ini memuat detail tahapan 

kegiatan mulai dari studi literatur dan referensi, inventarisasi dokumen pendukung, penyusunan 

draf buku saku, hingga tahap review dan finalisasi produk aktualisasi. Dengan adanya jadwal 

yang terstruktur, pelaksanaan aktualisasi diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran serta hasil yang diharapkan dari proyek perubahan. 

Tabel 4.2 – Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi 

No 
Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

SEPTEMBER OKTOBER 

I II III IV I II III IV 

1. Studi Literatur dan 

Referensi Pedoman 

Penyelenggaraan Upacara 

Persemayaman 

        

 a.) Menjadwalkan 

pertemuan dengan 

mentor & senior protokol 

        

 b.) Melaksanakan konsultasi 

dengan mentor dan senior 

protokol, mencatat 

arahan & masukan, untuk 

memperdalam 

pemahaman isi referensi 

        

2. Inventarisasi Dokumen 

Pendukung 

        

 a.) Mengumpulkan SOP, 

naskah MC, rundown 

acara sebelumnya 

        

 b.) Mengklasifikasi 

dokumen sesuai 

kebutuhan pedoman 

        



47  

 c.) Melaksanakan konsultasi 

dengan mentor dan senior 

protokol, mencatat 

arahan & masukan, untuk 

memperdalam 

pemahaman isi referensi 

        

3. Penyusunan Draft Buku 

Saku Pedoman 

        

 a.) Menyusun draft buku 

saku berdasarkan hasil 

diskusi & inventarisasi 

        

 b.) Uji coba simulasi 

sederhana bersama tim 

protokol 

        

 c.) Melaksanakan konsultasi 

dengan mentor dan senior 

protokol, mencatat 

arahan & masukan, untuk 

memperdalam 

pemahaman isi referensi 

        

4. Review dan Finalisasi Buku 

Saku Pedoman 

        

 a.) Review draft oleh mentor 

& senior 

        

 b.) Menyusun versi final 

buku saku & 

mendokumentasikan 

        

Dengan tersusunnya jadwal rencana kegiatan aktualisasi sebagaimana tercantum dalam 

Tabel 4.2, penulis berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu, 

sistematis, dan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Jadwal ini juga menjadi pedoman 

bagi penulis dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di lapangan agar proses aktualisasi berjalan 

efektif serta menghasilkan keluaran yang berkualitas, yaitu Buku Saku Penyelenggaraan Upacara 

Persemayaman Anggota DPR RI sebagai standar acuan bagi Bagian Protokol Sekretariat 

Jenderal DPR RI. 
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BAB V 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

 

A. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan dari 1 September hingga 13 Oktober 2025 di Bagian 

Protokol, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI, mengikuti 

jadwal yang telah dibuat, dan berjalan lancar berkat perencanaan yang baik, kerja sama yang 

efektif, kedisiplinan, serta kemampuan menyesuaikan diri menghadapi tantangan selama proses 

pelaksanaan. 

Tabel 5.1 – Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Bukti Kegiatan 

1. Studi Literatur 

dan Referensi 

Pedoman 

Penyelenggara

an Upacara 

Persemayaman 

Menjadwalkan 

pertemuan dengan 

mentor & senior 

protokol 

9 September 

2025 

 

Melaksanakan 

konsultasi dengan 

mentor dan senior 

protokol, mencatat 

arahan & masukan, 

untuk 

memperdalam 

pemahaman isi 

referensi 

11 September 

2025 
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2. Inventarisasi 

Dokumen 

Pendukung 

Mengumpulkan 

SOP, naskah MC, 

rundown acara 

sebelumnya 

1 September 

2025 – 11 

September 

2025 

 

  

Mengklasifikasi 

dokumen sesuai 

kebutuhan 

pedoman 

12-17 

September 

 

Melaksanakan 

konsultasi dengan 

mentor dan senior 

protokol, mencatat 

arahan & masukan, 

untuk 

memperdalam 

pemahaman isi 

referensi 

17 September 

2025 

 

3. Penyusunan 

Draft Buku 

Saku Pedoman 

Menyusun draft 

buku saku 

berdasarkan hasil 

diskusi & 

inventarisasi 

18 September 

2025 – 24 

September 

2025 
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Uji coba simulasi 

sederhana bersama 

tim protokol 

25 September 

2025 

 

Melaksanakan 

konsultasi dengan 

mentor dan senior 

protokol, mencatat 

arahan & masukan, 

untuk 

memperdalam 

pemahaman isi 

referensi 

25 September 

2025 

 

4. Review dan 

Finalisasi 

Buku Saku 

Pedoman 

Review draft oleh 

mentor & senior 

9 Oktober 

2025 

 

Menyusun versi 

final buku saku & 

mendokumentasika

nnya 

15 Oktober 

2025 
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B. Penjelasan Kegiatan Aktualisasi 

Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari empat kegiatan utama yang saling berhubungan, yaitu: 

(1) Studi Literatur dan Referensi Pedoman Penyelenggaraan Upacara Persemayaman; (2) 

Inventarisasi Dokumen Pendukung; (3) Penyusunan Draf Buku Saku Pedoman; dan (4) Review 

serta Finalisasi Buku Saku Pedoman. Seluruh kegiatan dilaksanakan mulai pekan pertama bulan 

September hingga pekan kedua bulan Oktober 2025 secara bertahap sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan. Rangkaian kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan Buku Saku 

Penyelenggaraan Upacara Persemayaman Anggota DPR RI sebagai acuan standar bagi 

pelaksanaan tugas keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui kegiatan 

ini, diharapkan petugas protokol memiliki pedoman kerja yang lebih terarah, efisien, dan 

profesional. 

1. Studi Literatur dan Referensi Pedoman Penyelenggaraan Upacara Persemayaman 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman pada pedoman dan praktik 

penyelenggaraan upacara persemayaman, baik dari dokumentasi yang sudah ada dan 

pengalaman petugas senior. Pada kegiatan ini, penulis membagi kegiatan ini dalam 2 tahapan 

kegiatan, yakni menjadwalkan pertemuan dengan mentor & senior protokol; serta 

melaksanakan konsultasi dengan mentor dan senior protokol, mencatat arahan & masukan, 

untuk memperdalam pemahaman isi referensi. 

a. Menjadwalkan pertemuan dengan mentor & senior protokol 

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan adanya koordinasi awal yang 

efektif dengan mentor dan senior protokol sebelum memulai studi literatur. Dengan 

menjadwalkan pertemuan terlebih dahulu, penulis dapat memperoleh arahan, mengatur 

waktu yang efisien, dan mempersiapkan bahan diskusi yang relevan agar kegiatan studi 

literatur dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
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Gambar 5.1 – Penulis menjadwalkan sesi mentoring dengan Mentor melalui Whatsapp 

Pada tahapan ini, selain dilakukannya penjadwalan pertemuan yang sesuai dengan 

ketersediaan waktu masing-masing stakeholder, yakni penulis dan mentor dan/atau senior 

protokol, penulis juga menyiapkan bahan diskusi yang ingin dikonsultasikan 

sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1, sehingga pertemuan menjadi terarah dan 

produktif. 

 

Gambar 5.2 – Checklist Persiapan & Pelaksanaan Versi Pertama 
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Gambar 5.3 – Checklist Persiapan & Pelaksanaan Versi Pertama 

 

Gambar 5.4 – Checklist Persiapan & Pelaksanaan Versi Pertama 

 

Gambar 5.5 - Checklist Persiapan & Pelaksanaan Versi Pertama 

Sebelum melakukan konsultasi, penulis menyiapkan beberapa dokumen yang 

dapat dijadikan bahan penyusunan buku saku. Sebagaimana terlihat pada Gambar 5.2, 
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Gambar 5.3, Gambar 5.4, dan Gambar 5.5, penulis menyiapkan daftar kegiatan yang perlu 

dilakukan (checklist) berdasarkan SOP Penyelenggaraan Upacara Persemayaman yang 

didapatkan sebelumnya.  

 

Gambar 5.6 – Layout Tata Tempat Versi Awal 

Penulis juga mempersiapkan layout tata tempat (lihat Gambar 5.6) berdasarkan 

dokumentasi upacara persemayaman sebelumnya, sebagai acuan visual dalam 

memastikan kesesuaian penataan ruang dengan kaidah keprotokolan. Langkah ini 

sekaligus bertujuan untuk mempermudah pemahaman petugas dalam penerapan standar 

tata tempat pada pelaksanaan upacara persemayaman di lapangan. 

• Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Dalam tahapan ini tercermin penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, 

terutama nilai Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif. Dalam menjadwalkan 

pertemuan dengan mentor, penulis berupaya menghargai senior dan membangun 

komunikasi yang baik sebagai bentuk penerapan nilai Harmonis. Sedangkan, 

untuk nilai Loyal sendiri tercermin melalui komitmen untuk mendahulukan 
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kepentingan lembaga dengan memastikan kegiatan berjalan sesuai arahan dan 

tujuan organisasi. Selain itu, nilai Kolaboratif tampak dari upaya menyepakati 

waktu bersama mentor, sehingga terjalin kerja sama yang efektif dan komunikasi 

yang terbuka sejak awal proses aktualisasi. 

Dari sisi lain, tahapan ini menunjukkan penerapan prinsip Manajemen ASN yang 

Sistematis, karena dilakukan dengan langkah terencana dan terstruktur untuk 

menggali masukan dari mentor. Sementara dari aspek SMART ASN, penulis 

menunjukkan sikap Profesional dengan memanfaatkan pengalaman dan 

pengetahuan senior sebagai sumber pembelajaran untuk peningkatan kinerja. 

• Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Tahapan kegiatan ini mendukung misi DPR RI yaitu “mewujudkan tata kelola 

kelembagaan DPR RI yang dinamis (dynamic parliament governance)”. Melalui 

penjadwalan pertemuan secara terencana, kegiatan ini menunjukkan komitmen 

terhadap akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas 

keprotokolan. Langkah ini juga memperkuat budaya kerja yang sistematis di 

lingkungan Bagian Protokol, sekaligus menjadi awal yang penting dalam 

memastikan seluruh proses penyusunan pedoman berjalan terarah dan sesuai 

tujuan organisasi.  

b. Melaksanakan konsultasi dengan mentor dan senior protokol, mencatat arahan & 

masukan, untuk memperdalam pemahaman isi referensi 

Tujuan tahapan kegiatan ini adalah untuk memperoleh arahan, masukan, dan 

klarifikasi langsung dari mentor serta senior protokol terkait pedoman penyelenggaraan 

upacara persemayaman. Melalui konsultasi ini, penulis dapat memperdalam pemahaman 

yang dimiliki terhadap prosedur teknis maupun etika keprotokolan yang ada yang selama 

ini berlaku di lingkungan DPR RI, sekaligus memastikan bahwa referensi yang didapat 

dapat digunakan dalam penyusunan buku saku sesuai dengan praktik terbaik yang telah 

diterapkan selama ini. 
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Gambar 5.7 – Checklist Persiapan & Pelaksanaan Versi Kedua 

 

Gambar 5.8 – Checklist Persiapan & Pelaksanaan Versi Kedua 
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Gambar 5.9 - Sesi Konsultasi dengan Mentor 

Sebagaimana pada Gambar 5.9, penulis melakukan sesi konsultasi langsung 

dengan mentor sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam prosesnya, penulis 

memaparkan hasil studi literatur yang telah dilakukan dan meminta tanggapan atau 

masukan untuk memastikan kesesuaian dengan praktik lapangan. Setiap arahan dan 

catatan hasil diskusi kemudian didokumentasikan dengan rapi, sebagaimana terlihat pada 

catatan penulis di Gambar 5.7 dan Gambar 5.8, untuk dijadikan acuan dalam tahap 

penyusunan buku saku. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi 

penulis untuk memahami tata cara pelaksanaan upacara persemayaman secara 

profesional, mulai dari aspek teknis, tata tempat, hingga nilai-nilai penghormatan 

terhadap lembaga dan pejabat negara. 

• Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Tahapan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar ASN 

BerAKHLAK, khususnya nilai Akuntabel, Kompeten, dan Kolaboratif. Untuk 

nilai Akuntabel terlihat pada saat penulis mencatat atau mendokumentasikan 

catatan dan masukan yang diterima sebagai pertanggungjawaban. Nilai Kompeten 

ditunjukkan pada upaya aktif dalam mencari masukan dan memperdalam 

pengetahuan agar hasil kerja lebih tepat dan berkualitas. Sedangkan nilai 

Kolaboratif terlihat pada kerja sama antar penulis dan mentor dalam berdiskusi 

dan berbagai pengalaman dalam menciptakan bahan dasar yang kuat untuk 

penyusunan buku saku. 
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Di samping itu, tahapan ini juga menerapkan prinsip Manajemen ASN, 

yakni Berkesinambungan, yang mana penulis berupaya terus melakukan 

perbaikan terus-menerus agar dapat menghasilkan materi yang terbaik untuk 

penyusunan buku saku ini. Sedangkan dari aspek SMART ASN, penulis 

menunjukkan Integritas yang terbaik dalam memastikan catatan yang didapatkan 

sesuai dengan fakta, yakni aturan yang berlaku dan pengalaman senior 

sebelumnya. 

• Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Tahapan ini berkontribusi terhadap terwujudnya layanan Sekretariat 

Jenderal DPR RI yang profesional dan responsif melalui penguatan kapasitas 

ASN di bidang keprotokolan. Melalui diskusi dan konsultasi dengan mentor serta 

senior, kegiatan ini membantu memperdalam pemahaman terhadap referensi dan 

praktik terbaik dalam penyelenggaraan upacara persemayaman. Proses ini sejalan 

dengan fungsi Bagian Protokol dalam menyusun bahan kegiatan keprotokolan 

yang berkualitas dan tepat sasaran. 

2. Inventarisasi Dokumen Pendukung 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyeleksi seluruh dokumen pendukung 

seperti SOP, naskah MC, dan rundown acara sebelumnya, sebagai bahan yang valid untuk 

digunakan dalam penyusunan buku saku penyelenggaraan Upacara Persemayaman Anggota 

DPR RI. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi tolak ukur ketepatan persiapan dalam 

penyelenggaraan Upacara Persemayaman, agar tidak ada hal-hal yang tertinggal karena 

kurangnya informasi akan hal apa saja yang perlu disiapkan. 

a. Mengumpulkan SOP, naskah MC, rundown acara sebelumnya 

Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan setelah sesi konsultasi pertama dengan 

mentor, yang bertujuan untuk memperoleh pendukung yang lengkap dan relevan 

sebagai dasar penyusunan Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman 

Anggota DPR RI. Dengan mengumpulkan berbagai dokumen seperti SOP 

Persemayaman Jenazah Anggota DPR RI, naskah MC, dan rundown acara sebelumnya, 

penulis dapat memahami variasi tata pelaksanaan kegiatan persemayaman yang telah 

berlangsung. Sehingga, buku saku yang disusun tidak hanya berbasis teori atau literatur, 

namun juga berlandaskan pada praktik yang nyata yang telah dilakukan oleh Bagian 

Protokol sebelumnya.  
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Gambar 5.10 – Kumpulan Dokumen Pelengkap untuk Penyusunan Buku Saku 

Penulis mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung 

yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan upacara persemayaman, baik dalam 

bentuk cetak maupun digital. Proses ini dilakukan dengan menelusuri arsip internal 

Bagian Protokol (lihat Gambar 5.10) serta berkoordinasi dengan mentor dan senior yang 

pernah terlibat dalam kegiatan tersebut. Dokumen yang terkumpul kemudian dianalisis 

untuk melihat kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan, serta menjadi bahan 

pembanding bagi penyusunan standar pedoman dalam buku saku. 

• Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Kegiatan ini mencerminkan nilai BerAKHLAK, khususnya Kompeten, 

karena mendorong pegawai untuk memahami isi dan konteks dokumen kerja, 

serta Adaptif, karena menyesuaikan dokumen yang ada dengan kebutuhan aktual 

di lapangan. Dari sisi Manajemen ASN, kegiatan ini selaras dengan prinsip 

Manajemen ASN – Layak, yaitu memastikan dokumen sesuai dengan Norma, 

Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta mendukung semangat SMART 

ASN dalam mengedepankan nilai IT & Multilingual (literasi digital) melalui 

pemanfaatan teknologi dalam pengarsipan dokumen. 

• Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Tahapan kegiatan ini mendukung pelaksanaan fungsi Bagian Protokol 

dalam penyusunan bahan kegiatan keprotokolan sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021. Melalui 

pengumpulan dokumen secara sistematis, kegiatan ini memperkuat upaya 
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Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mewujudkan sistem pendukung DPR yang 

profesional, akuntabel, dan modern. 

b. Mengklasifikasi dokumen sesuai kebutuhan pedoman 

Tahapan kegiatan ini adalah untuk menata dokumen yang telah dikumpulkan agar 

tersusun secara sistematis berdasarkan aspek yang dibutuhkan dalam penyusunan buku 

saku, seperti tata tempat, susunan acara, pembawa acara, serta tata upacara. 

 

Gambar 5.11 – Dokumen disiapkan dalam Folder Lokal untuk mempermudah Klasifikasi Dokumen 

Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini, dokumen yang diperoleh kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan kategori kebutuhan pedoman, seperti yang dapat dilihat 

pada Gambar 5.11. Setiap dokumen ditelaah dengan teliti untuk menandai bagian penting 

yang perlu diadaptasi ke dalam buku saku. Proses klasifikasi ini membantu penulis dalam 

memetakan bagian mana yang sudah memiliki acuan baku dan bagian mana yang masih 

memerlukan penyempurnaan. Hasil klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan 

struktur isi buku saku agar mudah dipahami dan aplikatif oleh petugas protokol. 

• Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Tahapan ini mencerminkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK, di antaranya, 

Akuntabel, karena hasil klasifikasi dapat dipertanggungjawabkan, serta 

Berorientasi Pelayanan, karena memastikan dokumen tersaji secara praktis dan 

mudah digunakan. Dalam keterkaitan dengan prinsip Manajemen ASN, kegiatan 

ini menunjukkan prinsip Terukur, karena hasil klasifikasi memiliki tujuan dan 

manfaat yang jelas, serta nilai SMART ASN – Profesional, karena melibatkan 

kemampuan analisis dan ketelitian dalam pengelolaan dokumen. 
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• Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Tahapan kegiatan ini mendukung misi DPR RI untuk menciptakan tata 

kelola kelembagaan yang efektif dan tertib. Dengan mengklasifikasi dokumen 

berdasarkan relevansi dan kebutuhan penyusunan buku saku, kegiatan ini 

membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi keprotokolan. Selain 

itu, langkah ini juga mencerminkan penerapan nilai BerAKHLAK, khususnya 

nilai Akuntabel dan Kompeten, dalam menjaga ketertiban administrasi dan 

ketepatan data. 

c. Melaksanakan konsultasi dengan mentor dan senior protokol, mencatat arahan & 

masukan, untuk memperdalam pemahaman isi referensi 

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendapatkan validasi, arahan dan masukan 

langsung dari mentor dan senior untuk hasil klasifikasi yang telah ada. Isi, relevansi dan 

penerapan dokumen pendukung yang telah dikumpulkan menjadi bahan diskusi dengan 

mentor agar nantinya dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan buku saku ini 

 

Gambar 5.12 – Catatan Konsultasi dengan Mentor 
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Gambar 5.13 – Sesi Konsultasi dengan Mentor 

Pada tahap kegiatan ini, penulis mengadakan sesi konsultasi dan diskusi dengan 

mentor dan senior kembali agar memastikan data yang didapat sudah benar (lihat Gambar 

5.13). Dalam prosesnya, penulis mencatat setiap masukan yang diberikan sebagai bahan 

penyempurnaan konsep buku saku seperti yang terlihat pada Gambar 5.12. Melalui 

kegiatan ini, penulis tidak hanya memperdalam pemahaman terhadap substansi 

protokoler, tetapi juga mengasah kemampuan komunikasi, kerja sama, dan kepekaan 

dalam menyesuaikan dokumen dengan praktik kerja yang berlaku di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 

• Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Kegiatan ini mencerminkan nilai ASN BerAKHLAK, yakni Akuntabel, 

karena setiap masukan didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban; 

Kompeten, karena memperluas pengetahuan teknis keprotokolan; serta 

Kolaboratif, karena melibatkan mentor dan senior dalam berbagi pengalaman. 

Dalam kaitannya dengan Manajemen ASN, kegiatan ini menunjukkan prinsip 

Berkesinambungan, sebagai proses pembelajaran berkelanjutan, serta SMART 

ASN, yakni Integritas, karena catatan dihasilkan berdasarkan fakta dan masukan 

nyata. 

• Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Tahapan ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dokumen 

keprotokolan dengan memastikan kesesuaian hasil inventarisasi dengan 

kebutuhan organisasi. Melalui kolaborasi dan konsultasi aktif, kegiatan ini 

mendukung prinsip dynamic parliament governance yang menekankan 
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pentingnya adaptasi, komunikasi, dan pembelajaran berkelanjutan dalam 

penguatan tata kelola kelembagaan DPR RI. 

3. Penyusunan Draft Buku Saku Pedoman 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun draft buku saku berdasarkan hasil inventarisasi 

dokumen dan masukan mentor untuk menghasilkan pedoman yang sistematis dan mudah 

dipahami. Penulis berharap dengan menggabungkan teknologi terkini dan kreativitas dalam 

membuat desain yang mutakhir, dapat membuat pembaca buku saku nanti lebih mudah dalam 

memahami tata acara Upacara Persemayaman Anggota DPR RI. 

a. Menyusun draft buku saku berdasarkan hasil diskusi & inventarisasi 

Penyusunan draft merupakan tahapan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai 

hasil penyusunan buku saku yang sistematis dan sesuai dengan praktik keprotokolan yang 

berlaku di lingkungan DPR RI. Harapannya, buku saku yang disusun mudah dipahami 

dengan perumusan yang jelas terhadap seluruh prosedur, peran, dan tata urutan acara 

yang ada, serta buku saku ini nantinya dapat meminimalkan potensi kesalahan dan 

pelaksanaan upacara resmi. 
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Gambar 5.14 – Draft Desain Buku Saku Versi Pertama 

Pada Gambar 5.14, terlihat desain buku saku pertama yang dibuat penulis dengan 

mengolah seluruh data dan referensi yang telah dikumpulkan dari hasil diskusi dan 

inventarisasi dokumen sebelumnya. Setiap bagian dari buku saku disusun secara runtut, 

mulai dari Kata Pengantar, Latar Belakang, Dasar Hukum, tahapan kegiatan upacara, 

hingga peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penulis juga menyesuaikan 

format dan bahasa agar komunikatif, serta membuat desain dengan tampilan yang 

menarik untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur informasi yang 

disajikan. Tampilan yang tidak membosankan diharapkan meningkatkan minat baca 

petugas serta mempermudah petugas dalam menggunakan buku saku sebagai acuan kerja. 
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Gambar 5.15 - Masukan Coach terkait Desain Buku Saku 

Penulis juga mendapatkan masukan dari Coach (lihat Gambar 5.15) terkait info 

grafis buku saku agar menonjolkan bagian atau unit kerja dan ciri khas dari DPR RI. 

Coach juga menyarankan untuk menambahkan logo Sekretariat Jenderal, logo ASN 

BerAKHLAK, dan logo Bangga Melayani Bangsa. 

  

Gambar 5.16 – Sampul Buku Saku Versi Final 

Dari masukan ini, penulis membuat sampul buku saku seperti terlihat pada 

Gambar 5.16 sebagai identitas visual dari pedoman yang disusun. Desain sampul tidak 

hanya menampilkan ciri kelembagaan DPR RI yang resmi dan profesional, tetapi juga 

memperhatikan nuansa khidmat dan penghormatan yang selaras dengan karakter upacara 

persemayaman. Dengan demikian, tampilan buku saku diharapkan mampu 

merepresentasikan nilai ketertiban, kesopanan, dan penghormatan terakhir yang menjadi 

esensi dari kegiatan keprotokolan tersebut. 

• Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Dalam hal kaitannya dengan nilai ASN BerAKHLAK, tahapan ini 

mengandung nilai Akuntabel, karena setiap bagian dapat 

dipertanggungjawabkan, dan Loyal, karena menjaga nama baik lembaga melalui 

hasil kerja yang berkualitas. Sedangkan keterkaitan dengan prinsip Manajemen 
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ASN, kegiatan ini mencerminkan prinsip Koheren, yaitu kesesuaian dengan 

ketentuan dan prosedur, serta SMART ASN – IT & Multilingual, karena 

menggunakan kemampuan literasi digital dalam penyusunan dokumen. 

• Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Tahapan kegiatan ini mendukung misi DPR RI dalam mewujudkan tata 

kelola kelembagaan yang dinamis dan modern. Penyusunan draft buku saku 

menjadi wujud nyata profesionalisme ASN dalam merancang pedoman kerja 

yang terdokumentasi dengan baik, serta berperan penting dalam memperkuat 

sistem pengetahuan kelembagaan di bidang keprotokolan. 

b. Uji coba simulasi sederhana bersama tim protokol 

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa draft buku saku yang 

telah disusun benar-benar dapat diterapkan dengan efektif di lapangan. Melalui simulasi 

sederhana bersama tim protokol, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kejelasan 

instruksi, kelengkapan alur kegiatan, serta keterpaduan antar peran dalam pelaksanaan 

upacara persemayaman. 

Pada tahap ini, penulis menimbang kembali langkah yang perlu dilakukan agar 

buku saku ini dapat tersampaikan dengan baik. Hingga akhirnya, penulis memutuskan 

untuk membagi tahapan kegiatan ini menjadi 3 sub tahapan kegiatan, yakni (1) Sosialisasi 

Pemaparan Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman; (2) Survei Uji Coba 

Draft Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman; dan (3) Simulasi 

Penyelenggaraan Upacara Persemayaman dengan mengikuti Buku Saku 

Penyelenggaraan Upacara Persemayaman. 

1) Sosialisasi Pemaparan Buku Saku Penyelenggaraan Upacara 

Persemayaman 

  

Gambar 5.17 – Sosialisasi Pemaparan Buku Saku 

Sebelum simulasi dilakukan, penulis mengadakan kegiatan sosialisasi 

kepada beberapa rekan protokol, dapat dilihat pada Gambar 5.17, dengan 
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pemaparan terkait isi buku saku mulai dari latar belakang, tata tempat, hingga 

pembagian peran masing-masing petugas. Dari kegiatan ini, penulis melihat 

antusiasme rekan protokol dalam memahami Buku Saku Penyelenggaraan 

Upacara Persemayaman Anggota DPR RI. 

2) Survei Uji Coba Draft Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman 

Setelah sesi penyampaian materi, peserta diberikan formulir survei 

sederhana berjudul “Survey Uji Coba Draft Buku Saku Protokol” untuk 

memberikan tanggapan mengenai kejelasan isi, tampilan desain, serta 

kelengkapan informasi yang terdapat dalam buku saku.  

  

  

Gambar 5.18 – Survei Uji Coba Draft Buku Saku Sebelum Simulasi 

Pada survei tersebut (lihat Gambar 5.18), terdapat pertanyaan-pertanyaan 

sederhana yang diajukan sebagai berikut. 

• Apa yang Anda ketahui tentang Upacara Persemayaman Anggota DPR RI? 

• Apakah isi buku saku mudah dipahami? 

• Apakah format checklist membantu mempermudah tugas? 

• Bagian mana yang menurut Anda paling bermanfaat? 

• Apakah menurut Anda perlu ada informasi tambahan? 

• Jika jawaban Anda “Ya”, informasi apa yang perlu ditambahkan? 

(Kosongkan jawaban jika “Tidak”) 

• Jika buku saku ini sudah final, apakah Anda bersedia menggunakannya di 

lapangan? 

Dari survei tersebut, sebanyak 23 responden memberikan umpan balik 
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melalui survei yang disebarkan. Hasil tanggapan tersebut memberikan gambaran 

awal mengenai tingkat pemahaman, kejelasan isi, serta daya tarik desain buku 

saku. Melalui masukan dari para responden ini, penulis dapat mengidentifikasi 

bagian-bagian yang perlu diperjelas atau disempurnakan sebelum buku saku 

digunakan secara luas di lingkungan. Data hasil survei yang diperoleh dari 23 

responden kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 

 

Gambar 5.19 – Hasil Survei Uji Coba Draft Buku Saku Sebelum Simulasi 

Dari data pada Gamar 5.19 di atas, 13% dari 23 responden, yakni 3 

responden belum mengetahui tentang Upacara Persemayaman Anggota DPR RI 

sebelumnya. Sedangkan, 87% dari 23 responden, atau sebayak 20 orang lainnya 

menjawab bahwa Upacara Persemayaman Anggota DPR RI adalah upacara 

penghormatan terakhir bagi anggota DPR RI. Dari data ini, penulis berharap buku 

saku ini dapat menjadi gambaran yang jelas bagi petugas baru atau CPNS tentang 

Upacara Persemayaman 

 

Gambar 5.20 – Hasil Survei Uji Coba Draft Buku Saku Sebelum Simulasi 

Tabel 5.2 – Tabel Hasil Survei Uji Coba Draft Buku Saku 
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Apakah isi buku saku 

mudah dipahami? 
Persentase Jumlah responden tiap jawaban 

Sangat Mudah 65,2% 15 responden 

Mudah 34,8% 8 responden 

Cukup Sulit 0% 0 responden 

Sulit 0% 0 responden 

Total Responden : 23 responden 

Kemudian dari hasil survei mengenai pemahaman isi buku saku, diperoleh 

hasil seperti terlihat pada Gambar 5.20 dan Tabel 5.2. Secara umum, buku saku 

dinilai mudah dipahami oleh responden, dengan penyajian informasi yang 

dianggap jelas dan membantu dalam memahami tata cara penyelenggaraan 

Upacara Persemayaman. 

 

Gambar 5.21 – Hasil Survei Uji Coba Draft Buku Saku Sebelum Simulasi 

Lalu, berdasarkan data pada Gambar 5.21 di atas, diketahui bahwa seluruh 

responden sebanyak 23 orang menilai format checklist dalam buku saku sangat 

membantu. Fitur ini dianggap praktis dan memudahkan petugas dalam 

memastikan kelengkapan tata laksana upacara di masa mendatang. 
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Gambar 5.22 – Hasil Survei Uji Coba Draft Buku Saku Sebelum Simulasi 

Pada pertanyaan berikutnya seperti terlihat pada Gambar 5.22, penulis 

mendapatkan hasil survei terkait bagian mana saja yang bermanfaat bagi 

petugas. Berdasarkan grafik di atas, sebagian besar responden menilai bahwa 

bagian “Prosedur Upacara” merupakan bagian yang paling bermanfaat (73,9%), 

diikuti oleh “Checklist” (69,6%) dan “Tata Tempat” (60,9%). Hal ini 

menunjukkan bahwa aspek teknis dalam pelaksanaan upacara, seperti alur 

kegiatan, persiapan, dan penataan ruang, menjadi informasi yang paling 

dibutuhkan oleh petugas protokol. Sementara itu, bagian lain seperti 

“Rundown”, “Inventarisasi Perlengkapan”, dan “Format Laporan Singkat” juga 

dinilai cukup membantu oleh sebagian responden, dengan persentase sekitar 35–

48%. Hanya satu responden (4,3%) yang menyatakan bahwa seluruh bagian 

buku saku sama-sama bermanfaat. Hasil ini menjadi dasar penting bagi penulis 

untuk mempertahankan kejelasan dan kelengkapan bagian-bagian yang 

dianggap paling bermanfaat sekaligus melakukan penyempurnaan pada bagian 

lain agar semakin relevan dan mudah digunakan. 
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Gambar 5.23 – Hasil Survei Uji Coba Draft Buku Saku Sebelum Simulasi 

Berdasarkan hasil survei pada Gambar 5.23, sebanyak 91,3% responden 

menyatakan bahwa informasi dalam buku saku sudah lengkap dan tidak 

memerlukan tambahan, sedangkan hanya 8,7% responden yang menjawab “ya” 

perlu tambahan informasi. Namun, setelah ditelusuri, responden yang menjawab 

“ya” tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai bagian apa yang 

dianggap kurang. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, isi buku saku telah 

mampu menjawab kebutuhan informasi petugas protokol dalam pelaksanaan 

upacara persemayaman. 

 

Gambar 5.24 – Hasil Survei Uji Coba Draft Buku Saku Sebelum Simulasi 

Kemudian, pada pertanyaan terakhir yang terlihat pada Gambar 5.24, 

seluruh responden (100%) menyatakan bersedia menggunakan buku saku ini di 

lapangan setelah versi finalnya selesai disusun. Hal ini menunjukkan bahwa 

buku saku yang dikembangkan telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan para 

petugas protokol, baik dari segi kelengkapan isi maupun kemudahan 

penggunaannya. 
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Antusiasme penuh dari para responden juga menjadi indikator bahwa produk 

aktualisasi ini berpotensi diimplementasikan secara berkelanjutan sebagai 

standar acuan dalam pelaksanaan upacara persemayaman di lingkungan DPR RI. 

3) Simulasi Penyelenggaraan Upacara Persemayaman dengan mengikuti 

Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman 

Penulis mengajak beberapa rekan CPNS Protokol untuk mengadakan 

simulasi Upacara Persemayaman. Dengan mengikuti layout tata tempat Upacara 

Persemayaman pada buku saku, rekan CPNS Protokol dapat mengikutinya 

dengan lancar seperti terlihat pada Gambar 5.25. Dalam waktu bersamaan, 

penulis mengarahkan dan menjelaskan bagaimana dan kenapa layout tata tempat 

Upacara Persemayaman ditentukan. 

      

 

Gambar 5.25 – Simulasi Upacara Persemayaman mengikuti tata acara pada Buku Saku 

Kegiatan simulasi ini juga menjadi sarana untuk menguji kejelasan isi 

buku saku serta memastikan bahwa setiap petugas memahami alur dan 

penempatan posisi dengan tepat. Melalui praktik langsung tersebut, penulis dapat 

menilai efektivitas tata letak yang telah dirancang dan menerima masukan 

langsung dari peserta simulasi mengenai hal-hal yang perlu disempurnakan. 

Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat kerja sama dan koordinasi antar petugas 

protokol, sehingga diharapkan pelaksanaan upacara persemayaman di kemudian 

hari dapat berjalan lebih teratur, khidmat, dan sesuai standar yang ditetapkan. 
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• Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Dalam hal keterkaitan kegiatan dengan nilai ASN BerAKHLAK, dari 

tahapan ini menunjukkan nilai Kompeten di mana penulis dalam menguasai 

teknis keprotokolan secara nyata; nilai Harmonis di mana penulis mengutamakan 

kerja sama tim; serta nilai Kolaboratif, karena melalui kegiatan ini penulis dan 

rekan protokol saling memberi masukan dalam simulasi. Lain pula dengan prinsip 

Sistematis dari Manajemen ASN yang tercermin melalui pelaksanaan simulasi 

yang dilakukan secara terstruktur, serta nilai Jejaring Luas pada SMART ASN 

karena membangun kolaborasi internal antar anggota tim. 

• Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Tahapan kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan 

keprotokolan yang profesional dan responsif. Melalui simulasi, petugas dapat 

memastikan kejelasan alur dan kelayakan isi pedoman sebelum difinalisasi. 

Langkah ini mendukung tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan 

dukungan kegiatan Dewan yang berkualitas dan terukur. 

c. Melaksanakan konsultasi dengan mentor dan senior protokol, mencatat arahan & 

masukan, untuk memperdalam pemahaman isi referensi 

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memperoleh validasi, penguatan substansi, 

serta penyempurnaan isi buku saku berdasarkan pengalaman dan keahlian mentor 

maupun senior protokol yang telah berpengalaman dalam penyelenggaraan kegiatan 

keprotokolan, khususnya upacara persemayaman. Dengan adanya bimbingan langsung 

dari pihak yang kompeten, diharapkan buku saku yang disusun tidak hanya sesuai teori, 

tetapi juga sesuai dengan praktik terbaik dan standar profesional di lingkungan kerja. 

 

Gambar 5.26 – Catatan Konsultasi dengan Mentor dan Senior 
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Kegiatan ini dilaksanakan melalui diskusi langsung dan sesi konsultasi bersama 

mentor serta senior protokol. Dalam pertemuan tersebut, penulis memaparkan hasil 

penyusunan draft buku saku, kemudian menerima saran perbaikan baik dari segi teknis 

pelaksanaan, ketepatan istilah, maupun alur kegiatan. Semua arahan dan masukan (lihat 

Gambar 5.26) dicatat dengan teliti sebagai bahan penyempurnaan naskah. Melalui 

tahapan ini, terjadi transfer pengetahuan yang berharga dan penguatan kompetensi 

profesional dalam bidang keprotokolan, khususnya dalam hal penyusunan pedoman kerja 

yang efektif dan siap diimplementasikan. 

• Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Dalam proses tahapan ini, tercermin nilai Akuntabel, Kompeten, dan 

Kolaboratif sebagai nilai ASN BerAKHLAK. Nilai Akuntabel sendiri tercermin 

dari hasil diskusi yang terdokumentasi dengan baik. Lalu, nilai Kompeten 

terwujud dari peningkatan kemampuan teknis yang dilakukan. Kemudian, 

kegiatan yang melibatkan mentor dan senior dalam diskusi sebagai proses 

penyempurnaan buku saku merupakan wujud dari nilai Kolaboratif. Lain hal 

dengan prinsip Manajemen ASN yang tercermin, yakni Berkesinambungan, di 

mana kegiatan ini merupakan bagian dari perbaikan berkelanjutan. Sedangkan 

untuk SMART ASN sendiri, penulis menunjukkan Integritas yang kuat dalam 

menekankan keakuratan catatan. 

• Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Tahapan kegiatan ini mencerminkan komitmen terhadap kolaborasi dan 

penyempurnaan berkelanjutan. Konsultasi yang dilakukan membantu 

memastikan isi pedoman relevan dengan kebutuhan lapangan dan sesuai standar 

keprotokolan DPR RI. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Sekretariat Jenderal 

DPR RI untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan adaptif 

terhadap perubahan. 

4. Review dan Finalisasi Buku Saku Pedoman 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa isi buku saku yang telah disusun telah sesuai 

dengan standar keprotokolan DPR RI, serta mencerminkan praktik yang berlaku di lapangan. 

Dari kegiatan terakhir ini, diharapkan buku saku versi final dapat segera digunakan dan 

disosialisasikan kepada petugas protokol, baik dalam bentuk cetak maupun digital. 

a. Review draft oleh mentor & senior 

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa isi buku saku yang telah 

disusun telah sesuai dengan standar keprotokolan DPR RI, serta mencerminkan praktik 
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yang berlaku di lapangan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyempurnakan isi buku 

melalui masukan langsung dari mentor dan senior protokol yang berpengalaman. 

 

Gambar 5.27 – Sesi Review Draft Buku Saku dengan Mentor 

Pada tahap ini dilakukan sesi review bersama mentor dan senior protokol, seperti 

terlihat pada Gambar 5.27, untuk meninjau isi buku saku secara menyeluruh. Proses ini 

mencakup pengecekan alur prosedur, kelengkapan komponen upacara, serta kejelasan 

bahasa agar mudah dipahami oleh seluruh petugas protokol. Setiap saran dan koreksi 

yang diberikan dicatat untuk kemudian dijadikan dasar penyempurnaan naskah buku saku 

sebelum difinalisasi. 

• Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Nilai Harmonis, Adaptif, dan Kolaboratif tercermin dalam tahapan ini 

sebagaimana memiliki keterkaitan dengan nilai ASN BerAKHLAK. Melalui 

keterbukan terhadap masukan dari mentor dan senior, ini merupakan wujud nilai 

Harmonis. Lalu, penulis mencerminkan nilai Adaptif dalam hal mampu 

menyesuakan hasil dengan arahan dari mentor dan senior. Kemudian, untuk nilai 

Kolaboratif sendiri tercermin dari keterlibatan pihak berkompeten dalam 

penyempurnaan buku saku. 

Selain itu, tahapan kegiatan ini mencerminkan prinsip Akuntabel pada 

Manajemen ASN, di mana dibuktikan dari proses review yang dilakukan secara 

kredibel. Juga pada nilai SMART ASN yang menunjukkan penulis bersikap 

Profesional dalam menuntut hasil kerja yang sesuai standar. 

• Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Tahapan kegiatan ini mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi 

dalam penyusunan pedoman kerja. Proses review memastikan bahwa buku saku 

yang disusun telah sesuai dengan standar pelaksanaan upacara dan kebutuhan 
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kelembagaan. Langkah ini sejalan dengan sasaran strategis Sekretariat Jenderal 

DPR RI untuk mewujudkan sistem pendukung DPR yang berkualitas dan 

berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. 

b. Menyusun versi final buku saku & mendokumentasikan 

Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan buku saku versi akhir yang siap 

digunakan sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan upacara persemayaman anggota 

DPR RI. Selain itu, penyusunan versi digital juga dilakukan agar buku saku mudah 

diakses oleh seluruh pegawai protokol kapan pun diperlukan. 

 

Gambar 5.28 – Buku Saku Versi Final 

Setelah proses review selesai, penulis melakukan penyempurnaan isi buku saku, 

seperti terlihat pada Gambar 5.28, berdasarkan masukan yang telah diterima. Hasil akhir 

kemudian diformat dengan tampilan yang menarik dan mudah dibaca, baik dalam versi 

cetak maupun digital. Buku saku final ini kemudian didokumentasikan dan diserahkan 

kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum digunakan secara luas di 

lingkungan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI. 
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Gambar 5.29 – Sosialisasi Buku Saku Versi Final  kepada Rekan Protokol 

Setelah buku saku disetujui, baik dari atasan, mentor, dan coach, penulis 

melakukan sosialisasi secara langsung dari satu pegawai ke pegawai lainnya, untuk 

memastikan pemahaman terhadap isi dan penggunaannya di lapangan. Kemudian, 

penulis memberikan tautan untuk survei kembali terkait versi final dari buku saku 

tersebut. Berikut dapat dilihat hasil survei yang didapatkan dari 37 responden. 

 

Gambar 5.30 – Survei Sosialisasi Buku Saku Versi Final 

Kemudahan Pemahaman dan Kejelasan Bahasa 

Sebagian besar responden menyatakan bahwa buku saku ini mudah dipahami dan 

menggunakan bahasa yang jelas. Sebanyak 91,9% responden sangat setuju dan 8,1% 

setuju terhadap pernyataan ini. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam 

buku saku sudah efektif, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dari 

berbagai latar belakang jabatan (CPNS, PNS, dan PPPK). 
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Gambar 5.31 – Survei Sosialisasi Buku Saku Versi Final 

Kesesuaian Isi dengan Praktik Lapangan 

Terkait dengan kesesuaian isi dan urutan tahapan dalam buku saku dengan praktik 

di lapangan, 73% responden sangat setuju, 21,6% setuju, dan hanya 5,4% yang ragu-ragu. 

Hasil ini menunjukkan bahwa konten buku saku telah mencerminkan prosedur nyata yang 

dilakukan oleh petugas protokol dalam penyelenggaraan upacara, meskipun beberapa 

responden masih mengharapkan adanya penyempurnaan agar lebih mendetail sesuai 

dinamika acara. 

 

Gambar 5.32 – Survei Sosialisasi Buku Saku Versi Final 

Pemahaman terhadap Peran dan Tugas Petugas Protokol 

Sebanyak 64,9% responden sangat setuju dan 35,1% setuju bahwa buku saku ini 

membantu mereka memahami peran dan tugas petugas protokol dalam upacara. Tidak 

ada responden yang menjawab ragu atau tidak setuju, menandakan bahwa panduan ini 

telah berfungsi dengan baik sebagai alat pembelajaran dan referensi praktis. 
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Gambar 5.33 – Hasil Survei Sosialisasi Buku Saku Versi Final 

Tampilan dan Tata Letak Buku Saku 

Dalam aspek tampilan dan tata letak, 70,3% responden sangat setuju, 27% setuju, 

dan 2,7% ragu-ragu bahwa buku saku memiliki desain yang menarik serta mudah dibaca. 

Hasil ini menegaskan bahwa format visual dan struktur penulisan sudah cukup 

mendukung kenyamanan membaca, meskipun beberapa responden menyarankan agar 

versi berikutnya memiliki tampilan digital atau infografis tambahan. 

 

Gambar 5.34 – Hasil Survei Sosialisasi Buku Saku Versi Final 

Manfaat Buku Saku sebagai Pedoman Praktis 

Pada pernyataan mengenai manfaat buku saku sebagai pedoman praktis dalam 

pelaksanaan tugas keprotokolan, 75,7% responden sangat setuju dan 24,3% setuju. Tidak 

ada responden yang memberikan jawaban negatif. Hal ini membuktikan bahwa buku saku 

benar-benar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan telah memberikan 

dampak langsung terhadap efektivitas kerja petugas protokol 
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Gambar 5.35 – Hasil Survei Sosialisasi Buku Saku Versi Final 

Peningkatan Kesiapan dan Kepercayaan Diri Petugas 

Setelah membaca buku saku, 78,4% responden sangat setuju, 18,9% setuju, dan 

2,7% ragu-ragu bahwa mereka merasa lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan 

tugas. Temuan ini menunjukkan bahwa buku saku tidak hanya berfungsi sebagai panduan 

teknis, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas dan motivasi bagi petugas protokol 

dalam menghadapi berbagai situasi lapangan. 

 

Gambar 5.36 – Survei Sosialisasi Buku Saku Versi Final 

Tabel 5.3 - Tabel Hasil Survei Sosialisasi Buku Saku Versi Final 

No. 
Kategori 

Masukan 
Uraian Ringkas 

Jumlah/Proporsi 

Responden 

1. Struktur & Isi 

Buku Saku 

Menambahkan contoh tata urutan 

acara dalam bentuk bagan agar lebih 

mudah dipahami. 

26% 

(10 responden) 

2. Visualisasi & 

Ilustrasi 

Menyertakan QR code yang 

terhubung dengan contoh foto posisi 

tata tempat di lapangan. 

22% 

(8 responden) 

3. Kelengkapan 

Informasi 

Menambahkan lampiran daftar 

perlengkapan standar dalam 

penyelenggaraan upacara. 

19% 

(7 responden) 
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4. Format & 

Aksesibilitas 

Mengembangkan versi digital 

interaktif (PDF dengan hyperlink 

atau e-book). 

17% 

(6 responden) 

5. Pemutakhiran 

Konten 

Melakukan pembaruan berkala 

sesuai perubahan tata cara dan 

kebutuhan kegiatan. 

11% 

(4 responden) 

6. Apresiasi Umum Komentar positif seperti “keren”, 

“bagus”, dan “sangat membantu di 

lapangan.” 

5% 

(2 responden) 

Total Responden: 100% 

(37 responden) 

Saran dan Masukan untuk Pengembangan Buku Saku 

Responden memberikan berbagai saran konstruktif. Dari hasil survei pada 

Gambar 5.36, sebagian besar responden memberikan apresiasi positif, terutama pada 

aspek kejelasan bahasa, urutan tahapan yang mudah diikuti, dan kemanfaatannya dalam 

tugas. Namun, terdapat juga sejumlah saran beragam dari responden yang mencakup 

penyempurnaan isi, visualisasi, format digital, serta pembaruan konten agar lebih praktis 

digunakan di lapangan. Untuk memudahkan pembacaan dan analisis, berbagai masukan 

responden dirangkum dalam tabel di atas (lihat Tabel 5.3). Dari 37 responden, sekitar 

90% menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa buku saku ini mudah dipahami, 

bermanfaat, dan menarik secara tampilan. Masukan yang diberikan bersifat konstruktif 

dan menjadi bahan perbaikan untuk versi pengembangan berikutnya, terutama pada aspek 

visual, kelengkapan lampiran, dan format digital interaktif. Secara umum, hasil ini 

menunjukkan bahwa tujuan penyusunan buku saku telah tercapai, yakni menghadirkan 

pedoman keprotokolan yang praktis, informatif, dan mudah digunakan oleh seluruh 

petugas protokol DPR RI. 

Berdasarkan hasil survei terhadap 37 petugas protokol, diperoleh rata-rata 78% 

responden menyatakan “sangat setuju” dan 21% “setuju” terhadap seluruh indikator 

penilaian. Artinya, 97% responden atau sekitar 36 dari 37 orang telah memahami isi dan 

manfaat Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman Anggota DPR RI dengan 

baik.  

Jumlah responden ini telah melampaui target minimal 20% dari total 114 petugas 

protokol yang ditetapkan sebagai sasaran survei, sehingga hasilnya dapat dianggap 

representatif untuk menggambarkan tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap buku 
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saku tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa tujuan penyusunan buku saku sebagai 

pedoman praktis, komunikatif, dan aplikatif telah tercapai, serta berkontribusi nyata 

terhadap peningkatan profesionalisme petugas protokol di lingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR RI. 

• Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Dari tahapan ini, terkandung nilai Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan 

sebagai cerminan ASN BerAKHLAK. Hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai nilai Akuntabel, dan penyusunan buku saku yang mudah dipahami dan 

bermanfaat bagi pengguna menjadi perwujudan nilai Berorientasi Pelayanan. 

Untuk keterkaitan dengan prinsip Manajemen ASN, penulis menunjukkan 

nilai Berkesinambungan melalui pedoman dapat diperbarui bila ada perubahan. 

Sedangkan untuk keterkaitan dengan SMART ASN, penulis mencerminkan ASN 

yang memiliki Integritas kuat karena isi disusun berdasarkan ketentuan resmi. 

• Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Tahapan kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan 

profesionalisme kerja di lingkungan Bagian Protokol. Melalui penyusunan versi 

final dan pendokumentasian buku saku, kegiatan ini menghadirkan pedoman 

kerja baku yang siap digunakan sebagai acuan resmi. Hal ini sejalan dengan misi 

DPR RI untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang modern, akuntabel, dan 

mendukung pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan secara optimal. 

C. Stakeholder 

Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, terdapat beberapa stakeholder sebagaimana berikut, 

yang terlibat dalam penyusunan Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman Anggota 

DPR RI dan penyusunan laporan aktualisasi ini. 

Tabel 5.4 – Stakeholder yang terlibat dalam Aktualisasi 

No Stakeholder yang Terlibat 
Peran dalam Kegiatan 

Aktualisasi 
Keterangan 

1. Astri Nurihsani, A.Md. Pelaksana Aktualisasi CPNS Pengelola 

Keprotokolan 

2. Dewi Maheswari Pramesti, 

S.Ip., M.Sc 

Atasan Langsung: Pemberi 

Arahan Bahan Aktualisasi 

Kepala Subbagian 

Penyelenggaraan 

Upacara DPR RI dan 

Sekretariat Jenderal 
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3. Sebastianus Da, S.STP Mentor (Senior Protokol 

Sekretariat Jenderal DPR): 

Pemberi arahan, masukan, 

serta persetujuan dalam 

penyusunan pedoman. 

Penata Keprotokolan 

4. Hermawan Syarif, S.Pd., 

M.Pd 

Coach: Pendamping dalam 

penyusunan rancangan 

aktualisasi sesuai dengan 

ketentuan Latsar CPNS 

2025 

Widyaiswara Ahli 

Pertama 

5. ASN di Bagian Protokol 

Sekretariat Jenderal DPR 

Pendukung dalam diskusi 

serta pemberi umpan balik 

atas rancangan pedoman. 

 

 

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Dalam pelaksanaan kegiatan, penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi. 

Namun, penulis mampu mengatasi kendala-kendala tersebut dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan, sebagai bagian dari penyempurnaan penyusunan Buku Saku Penyelenggaraan 

Upacara Persemayaman Anggota DPR RI. Berikut tabel kendala dan strategi dalam menghadapi 

kendala tersebut. 

Tabel 5.5 – Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Kendala Saat Aktualisasi Strategi Menghadapi Kendala 

Keterbatasan referensi pedoman tertulis karena 

selama ini persemayaman lebih mengandalkan 

SOP umum dan instruksi lisan 

Melakukan diskusi intensif dengan senior 

protokol dan mentor untuk mengidentifikasi detail 

acara, serta memanfaatkan dokumentasi upacara 

sebelumnya sebagai referensi 

Pelaksanaan persemayaman bersifat situasional 

dan jarang dilaksanakan sehingga sulit melakukan 

uji coba langsung 

Menggunakan skenario simulasi (role play) 

dengan melibatkan rekan CPNS dan pegawai 

protokol untuk menguji kejelasan alur acara dalam 

pedoman 

Perbedaan pengalaman antar petugas protokol 

dapat menyebabkan perbedaan pandangan 

mengenai tata cara yang tepat 

Menetapkan pedoman dengan konsensus bersama 

berdasarkan SOP Sekretariat Jenderal DPR RI 

yang berlaku, serta menyesuaikan dengan praktik 

terbaik yang sudah teruji 
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Waktu pelaksanaan aktualisasi yang terbatas Membuat time table yang jelas, menentukan 

prioritas kegiatan (layout, script MC, konsultasi), 

serta menjadwalkan diskusi lebih awal dengan 

mentor dan coach 

Waktu pelaksanaan terbatas karena padatnya 

agenda keprotokolan. 

Mengatur waktu kerja lebih efisien dan 

memanfaatkan waktu luang untuk 

menghimpun serta menyusun dokumen. 

Sulit melakukan konsultasi langsung dengan 

mentor karena kesibukan beliau dalam tugas 

kedinasan. 

Melakukan konsultasi alternatif dengan 

atasan langsung dan berkoordinasi secara 

daring atau melalui pesan untuk menjaga 

kelancaran kegiatan. 

 

E. Analisis Dampak 

Kegiatan penyusunan Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman Anggota 

DPR RI memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan efektivitas dan profesionalisme 

petugas protokol dalam bertugas di lingkungan Bagian Protokol, Biro Protokol dan Hubungan 

Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui kegiatan ini, tercipta pedoman praktis yang membantu 

petugas, khususnya CPNS dan pegawai baru, dalam memahami dan melaksanakan tata urutan upacara 

secara lebih mandiri dan konsisten. Selain berfungsi sebagai acuan teknis, buku saku ini juga menjadi 

sarana pewarisan pengetahuan (transfer of knowledge) antar generasi serta mendukung terbentuknya 

standar kerja yang baku dan berkelanjutan. Dampak kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 5.6 dalam tiga 

tahapan waktu, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang, yang masing-masing disertai target terukur 

sebagai indikator keberhasilan implementasinya. 

Tabel 5.6 – Tabel Analisis Dampak 

No 
Jangka 

Waktu 
Dampak 

Target 

1. Dampak 

Jangka 

Pendek (0–6 

bulan) 

• Tersedianya pedoman tertulis yang 

ringkas dan praktis sebagai acuan teknis 

dalam penyelenggaraan upacara 

persemayaman anggota DPR RI. 

• Petugas protokol, khususnya CPNS dan 

pegawai baru, lebih mudah memahami 

urutan acara tanpa harus sepenuhnya 

• Buku saku mulai 

digunakan secara 

rutin oleh petugas 

protokol dalam 

pelaksanaan upacara 

persemayaman. 

• Minimal 20% dari 

keseluruhan petugas 
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bergantung pada instruksi lisan dari 

senior. 

• Meningkatkan efektivitas koordinasi 

antar petugas karena setiap langkah sudah 

dituangkan secara jelas dalam pedoman. 

• Meningkatkan rasa percaya diri petugas 

protokol dalam melaksanakan tugas 

karena memiliki pegangan tertulis yang 

jelas. 

protokol, termasuk 

petugas baru, 

memahami isi buku 

saku melalui 

kegiatan 

pembekalan internal. 

2. Dampak 

Jangka 

Menengah (6 

bulan–2 

tahun) 

• Terbangunnya konsistensi dan standar 

baku dalam penyelenggaraan upacara 

persemayaman, sehingga kualitas acara 

tetap terjaga meskipun terjadi pergantian 

petugas. 

• Menjadi sarana pewarisan pengetahuan 

(transfer of knowledge) dari senior 

kepada generasi baru secara 

berkesinambungan. 

• Meningkatkan profesionalisme Biro 

Protokol dan Hubungan Masyarakat 

Sekretariat Jenderal DPR RI dalam 

melaksanakan tugas protokoler, sekaligus 

memperkuat wibawa lembaga DPR RI di 

mata publik. 

• Masyarakat dan keluarga almarhum 

anggota DPR RI akan merasakan dampak 

positif berupa prosesi penghormatan 

terakhir yang lebih khidmat, tertib, dan 

bermartabat. 

• Buku saku dijadikan 

dokumen acuan 

internal yang 

digunakan secara 

konsisten dalam 

setiap pelaksanaan 

upacara. 

• Minimal 50% dari 

keseluruhan petugas 

protokol, termasuk 

petugas baru, 

memahami isi buku 

saku melalui 

kegiatan pembekalan 

internal. 

3. Dampak 

Jangka 

Panjang 

(lebih dari 2 

tahun) 

• Buku saku berpotensi menjadi referensi 

internal jangka panjang yang terus 

dikembangkan sesuai kebutuhan kegiatan 

keprotokolan, sehingga praktik 

• Buku saku 

ditetapkan sebagai 

pedoman resmi Biro 

Protokol dan Humas 



86  

pelaksanaan upacara persemayaman 

dapat berlangsung secara konsisten lintas 

generasi petugas. 

• Mengurangi ketergantungan pada 

individu tertentu (senior) karena sudah 

tersedia standar baku yang bisa digunakan 

lintas generasi pegawai. 

• Mendukung terwujudnya tata kelola DPR 

RI yang dinamis (dynamic parliament 

governance) melalui sistem pendukung 

keprotokolan yang profesional, 

akuntabel, dan modern. 

• Memberikan kontribusi terhadap citra 

DPR RI di mata publik sebagai lembaga 

negara yang menghormati anggotanya 

dengan tata upacara yang tertib, 

konsisten, dan bermartabat. 

Setjen DPR RI dan 

diperbarui secara 

berkala. 

• Buku saku menjadi 

rujukan bagi 

pengembangan 

pedoman protokoler 

lainnya di 

lingkungan 

Sekretariat Jenderal 

DPR RI. 

Selain dampak-dampak yang telah disebutkan, pelaksanaan aktualisasi ini juga 

berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan adaptasi dan kolaborasi di lingkungan kerja, 

terutama dalam mengintegrasikan praktik keprotokolan dengan sistem dokumentasi digital. Hal 

ini sejalan dengan visi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menjadi kesekretariatan yang modern, 

profesional, dan responsif terhadap perubahan. Dalam kurun waktu satu tahun ke depan, 

diharapkan lingkungan kerja menjadi lebih tertata, koordinasi antar petugas semakin efektif, serta 

kualitas pelaksanaan upacara di DPR RI semakin meningkat secara berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan aktualisasi ini tidak hanya menghasilkan buku 

saku sebagai produk pembelajaran, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja yang lebih terarah, 

kolaboratif, dan berbasis standar di lingkungan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui pemanfaatan buku saku secara rutin dan berkelanjutan, 

diharapkan transfer pengetahuan antar petugas dapat berjalan lebih efektif, serta kualitas 

penyelenggaraan upacara persemayaman semakin konsisten dari waktu ke waktu. Dalam jangka 

panjang, buku saku ini diharapkan dapat ditetapkan sebagai pedoman resmi internal dan 

dikembangkan menjadi rujukan bagi kegiatan keprotokolan lainnya, sehingga mendukung 

terwujudnya tata kelola DPR RI yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan 

publik yang bermartabat. 
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F. Implementasi Sebelum dan Sesudah Kegiatan Aktualisasi 

Sebelum kegiatan aktualisasi dilakukan, penyelenggaraan upacara persemayaman 

anggota DPR RI belum memiliki pedoman tertulis yang praktis dan seragam. Setiap petugas 

protokol masih mengandalkan pengalaman pribadi atau arahan lisan dari senior, sehingga 

berpotensi menimbulkan perbedaan dalam tata cara pelaksanaan dan penataan acara. Kondisi ini 

membuat proses koordinasi di lapangan kurang efisien, terutama bagi petugas baru yang belum 

memahami alur kegiatan secara menyeluruh. Selain itu, belum adanya dokumen acuan resmi juga 

menyulitkan upaya dokumentasi dan pembelajaran untuk generasi berikutnya. 

Setelah kegiatan aktualisasi dilakukan, tersedia Buku Saku Penyelenggaraan Upacara 

Persemayaman Anggota DPR RI yang berisi panduan teknis dan urutan acara secara sistematis. 

Pedoman ini memudahkan petugas dalam memahami tahapan kegiatan, meningkatkan 

efektivitas koordinasi, serta menjaga keseragaman tata upacara. Petugas baru kini dapat belajar 

secara mandiri dengan acuan yang jelas, sementara petugas senior memiliki referensi yang dapat 

digunakan untuk membimbing rekan lainnya. Selain itu, dokumen ini juga berperan sebagai 

sarana dokumentasi kelembagaan yang dapat diperbarui sesuai kebutuhan di masa mendatang. 

Tabel 5.7 – Tabel Implementasi Sebelum dan Sesudah Kegiatan Aktualisasi 

No. Indikator 

Sebelum 

Kegiatan 

Aktualisasi 

Sesudah 

Kegiatan 

Aktualisasi 

Bukti Dukung 

1. Quality 

 Konsistensi 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

upacara berpotensi 

berbeda antar 

petugas karena 

belum ada standar 

baku. 

Tercipta 

keseragaman 

pelaksanaan 

melalui panduan 

yang seragam dan 

terdokumentasi 

resmi. 

 

 Pemahaman 

Petugas Baru 

Petugas baru 

mengalami kesulitan 

memahami tata cara 

upacara tanpa 

arahan langsung dari 

senior. 

Petugas baru dapat 

belajar mandiri 

melalui buku saku 

yang berisi langkah-

langkah teknis 

dengan bahasa 

sederhana. 
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 Profesionalisme 

dan Citra 

Lembaga 

Kurangnya 

keseragaman dapat 

memengaruhi kesan 

formalitas dan 

kredibilitas lembaga 

dalam 

penyelenggaraan 

acara kenegaraan. 

Upacara terlaksana 

lebih tertib, 

khidmat, dan 

profesional sehingga 

memperkuat citra 

DPR RI sebagai 

lembaga negara 

yang berwibawa. 

 

2. Quantity 

 Jumlah dokumen 

acuan yang 

digunakan 

Tidak ada dokumen 

acuan resmi yang 

tersimpan, hanya 

catatan pribadi oleh 

petugas senior. 

Tersedia 1 dokumen 

buku saku yang 

dapat dijadikan 

acuan pelaksanaan 

kegiatan dan dapat 

digunakan oleh 

seluruh petugas 

protokol 

 

 Jumlah petugas 

yang memahami 

pedoman 

Tidak dapat 

diprediksi 

banyaknya petugas 

yang memahami 

alur upacara secara 

utuh karena acara 

yang bersifat 

situasional. 

Lebih dari 20% 

petugas protokol 

(hasil survei) telah 

memahami isi buku 

saku dengan baik. 

 

Terdapat 37 petugas 

protokol (target minimal 

25 orang) yang mampu 

memahami buku saku 

penyelenggaraan Upacara 

Persemayaman 

3. Time 

 Efisiensi Waktu Persiapan upacara 

memerlukan waktu 

lebih lama (5-15 

menit) karena 

petugas harus 

mencari referensi 

dari acara 

sebelumnya atau 

Persiapan menjadi 

lebih cepat (1-2 

menit) karena setiap 

tahapan sudah 

tertulis jelas dalam 

buku saku dan 

mudah diakses. 

Sebelum: 
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bertanya langsung 

kepada senior. 

Sesudah:

 

 Waktu Koordinasi 

Tim 

Komunikasi antar 

petugas sering 

membutuhkan 

klarifikasi berulang 

karena tidak ada 

acuan tertulis. 

Koordinasi lebih 

efektif karena setiap 

anggota memahami 

tugasnya 

berdasarkan 

pedoman yang 

sama. 

 

4. Cost 

 Penggunaan 

sumber daya 

(kertas, tenaga, 

waktu) 

Perlu biaya 

tambahan untuk 

mencetak ulang 

catatan atau panduan 

sementara setiap kali 

upacara. 

Buku saku dapat 

digunakan berulang 

kali dan tersedia 

versi digital, 

sehingga lebih 

hemat sumber daya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan judul “Penyusunan Buku Saku 

Penyelenggaraan Upacara Persemayaman Anggota DPR RI sebagai Standar Acuan di Bagian 

Protokol” telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas dan 

profesionalisme pelaksanaan tugas keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Melalui tahapan yang sistematis, mulai dari studi literatur, inventarisasi dokumen, penyusunan 

draft, hingga uji coba dan finalisasi, buku saku berhasil disusun sebagai panduan praktis yang 

mudah dipahami dan implementatif. 

Buku saku ini telah membantu petugas protokol, khususnya CPNS dan pegawai baru, 

dalam memahami tata urutan dan tanggung jawab pelaksanaan upacara persemayaman tanpa 

sepenuhnya bergantung pada arahan lisan. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 

90% responden menilai buku saku ini mudah dipahami, bermanfaat, dan menarik secara 

tampilan, sehingga layak dijadikan pedoman acuan dalam kegiatan keprotokolan serupa di masa 

mendatang. 

Kegiatan aktualisasi ini juga menjadi sarana penerapan nilai-nilai dasar ASN 

BerAKHLAK, khususnya nilai Akuntabel, Kompeten, Loyal, Kolaboratif, dan Berorientasi 

Pelayanan, yang tercermin melalui proses konsultasi, keterlibatan mentor dan senior, serta hasil 

karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Dengan demikian, kegiatan ini 

tidak hanya menghasilkan produk nyata berupa buku saku, tetapi juga menginternalisasi nilai 

profesionalisme dan etika kerja ASN di lingkungan Bagian Protokol DPR RI. 

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan 

pengembangan ke depan: 

1. Pemutakhiran Berkala Buku Saku 

Buku saku perlu diperbarui secara berkala sesuai perubahan kebijakan, tata naskah, atau 

pedoman upacara terbaru agar tetap relevan dan selaras dengan kebutuhan organisasi. 

2. Digitalisasi Buku Saku 

Apabila terdapat perubahan di masa depan, disarankan pula untuk mengembangkan versi 

digital interaktif, seperti e-book atau aplikasi internal, agar buku saku lebih mudah 

diakses oleh petugas protokol kapan pun dan di mana pun. 
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3. Pelatihan Internal Berbasis Buku Saku 

Buku saku dapat dijadikan bahan ajar dalam pelatihan atau coaching clinic bagi pegawai 

baru, sehingga proses transfer pengetahuan berjalan lebih efektif. 

4. Peningkatan Kolaborasi dan Dokumentasi 

Perlu terus dikembangkan budaya kerja kolaboratif antara CPNS atau pegawai baru 

dengan pegawai tetap dalam memperkaya isi dan praktik keprotokolan berbasis 

pengalaman lapangan. 

Melalui penerapan dan pengembangan berkelanjutan, diharapkan buku saku ini dapat 

menjadi dokumen kelembagaan yang hidup (living document) — senantiasa berkembang 

mengikuti kebutuhan organisasi, serta mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk 

menjadi kesekretariatan yang profesional, modern, dan responsif terhadap perubahan. 
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Lampiran 

 

Tampilan Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman 

 

Sesi Konsultasi dengan Mentor terkait Penyusunan Buku Saku 
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Sesi Konsultasi dengan Coach terkait Penyusunan Laporan Aktualisasi 
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Undangan Sosialisasi Pemaparan Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman 

bersama dengan rekan CPNS Protokol 
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Daftar Hadir Sosialisasi Pemaparan Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman 

bersama dengan rekan CPNS Protokol 
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Sesi Sosialisasi Pemaparan Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman 
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Survei Uji Coba Pasca Sosialisasi Pemaparan Buku Saku 
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Laporan Singkat Kegiatan Sosialisasi Pemaparan Buku Saku 
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Simulasi Penyelenggaraan Upacara Persemayaman 
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Tampilan Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Persemayaman Anggota DPR RI 
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Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi 

 

Nama : Astri Nurihsani 

NIP : 199608022025062004 

Unit Kerja : Biro Protokol 

Jabatan : Pengelola Keprotokolan 

Isu Kegiatan : Belum tersedia pedoman tertulis atau standar baku tata cara 

penyelenggaraan upacara persemayaman anggota DPR RI 

Kegiatan 1 : Studi Literatur dan Referensi Pedoman Penyelenggaraan Upacara 

Persemayaman 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: 

1. Menjadwalkan pertemuan 

konsultasi dengan mentor 

& senior protokol 

2. Melaksanakan konsultasi 

dengan mentor dan senior 

protokol, mencatat arahan 

& masukan, untuk 

memperdalam pemahaman 

isi referensi 

Output kegiatan terhadap 

pemecahan isu: 

Jadwal konsultasi, Catatan diskusi 

Keterkaitan Substansi mata 

Pelatihan: 

Manajemen ASN: Sistematis, 

Berkesinambungan 

SMART ASN: Profesional, Integritas 

Kontribusi Terhadap Visi-Misi 

Organisasi: 

Mendukung Misi Biro Protokol & 

Humas yaitu menyelenggarakan 

Checklist lebih 

disederhanakan kembali. 

Tidak perlu ada list koordinasi 

terkait pada daftar tersebut. 

 

Layout Tata Tempat – perlu 

ditambahkan posisi Pamdal, 

Fotografer, Foto Jenazah di 

depan Peti Jenazah, 

Keterangan Petugas, Inspektur 

Upacara dan Perwakilan 

Keluarga  

 



  

dukungan keprotokolan yang efisien 

dan akuntabel melalui koordinasi 

awal yang sistematis; Sejalan dengan 

Misi Biro Protokol dan Hubungan 

Masyarakat, yaitu 

“menyelenggarakan dukungan 

keprotokolan yang efisien, tepat, dan 

akuntabel untuk Pimpinan DPR RI, 

Anggota, serta tamu kenegaraan, 

sesuai event resmi dan upacara 

kenegaraan.” untuk memastikan 

pedoman yang disusun lebih efisien, 

tepat, dan akuntabel sesuai misi 

tersebut. 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: 

Akuntabel, Kolaboratif, Kompeten, 

Loyal dan Harmonis 

 

*) dilaporkan Mentee (peserta) kepada Mentor sebanyak 4 (empat) kali dalam 

kurun waktu yang ditentukan 

 

  



  

Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi 

 

Nama : Astri Nurihsani 

NIP : 199608022025062004 

Unit Kerja : Biro Protokol 

Jabatan : Pengelola Keprotokolan 

Isu Kegiatan : Belum tersedia pedoman tertulis atau standar baku tata cara 

penyelenggaraan upacara persemayaman anggota DPR RI 

Kegiatan 2 : Inventarisasi Dokumen Pendukung 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: 

1. Mengumpulkan SOP, 

naskah MC, rundown 

acara sebelumnya 

2. Mengklasifikasi dokumen 

sesuai kebutuhan pedoman 

3. Melaksanakan konsultasi 

dengan mentor dan senior 

protokol, mencatat arahan 

& masukan, untuk 

memperdalam pemahaman 

isi referensi 

Output kegiatan terhadap 

pemecahan isu: 

Dokumen terkumpul, daftar 

inventaris, Catatan diskusi 

Keterkaitan Substansi mata 

Pelatihan; 

Manajemen ASN: 

Terukur, Layak, Berkesinambungan 

SMART ASN: 

IT & Multilingual (literasi digital), 

Profesional, Integritas 

Layout Tata Tempat – perlu 

ditambahkan keterangan 

alasan peletakan bendera 

merah putih pada peti jenazah, 

penambahan ornamen bunga 

pada sampul buku saku, 

penambahan keterangan 

gambar pada bagian lampiran 

dokumentasi 

 



  

Kontribusi Terhadap Visi-Misi 

Organisasi: 

Mendukung Misi Biro dalam 

mengendalikan dan mengarsip 

dokumentasi acara secara sistematis 

sebagai aset kelembagaan; dan 

“mewujudkan tata kelola 

kelembagaan DPR RI yang dinamis 

(dynamic parliament governance)”, 

dengan menghadirkan proses 

pembelajaran yang terdokumentasi 

untuk memperkuat fungsi 

kelembagaan; serta mendukung Visi 

Biro Protokol & Humas yaitu 

menjadi unit pendukung keprotokolan 

yang profesional dan responsif 

melalui pengelolaan data yang 

terstruktur. 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: 

Kompeten, Adaptif, Akuntabel, 

Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif  

 

*) dilaporkan Mentee (peserta) kepada Mentor sebanyak 4 (empat) kali dalam 

kurun waktu yang ditentukan 

  



  

Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi 

 

Nama : Astri Nurihsani 

NIP : 199608022025062004 

Unit Kerja : Biro Protokol 

Jabatan : Pengelola Keprotokolan 

Isu Kegiatan : Belum tersedia pedoman tertulis atau standar baku tata cara 

penyelenggaraan upacara persemayaman anggota DPR RI 

Kegiatan 3 : Penyusunan Draft Buku Saku Pedoman 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: 

1. Menyusun draft buku saku 

berdasarkan hasil diskusi & 

inventarisasi 

2. Uji coba simulasi sederhana 

bersama tim protokol 

3. Melaksanakan konsultasi 

dengan mentor dan senior 

protokol, mencatat arahan 

& masukan, untuk 

memperdalam pemahaman 

isi referensi 

Output kegiatan terhadap 

pemecahan isu: 

Draft Buku Saku Pedoman, 

Catatan simulasi & koreksi 

alur, Catatan diskusi 

Keterkaitan Substansi mata 

Pelatihan: 

Manajemen ASN: 

Koheren, Sistematis, 

Berkesinambungan 

SMART ASN: 

Layout Tata Tempat – perlu 

ditambahkan posisi kepala dan 

kaki jenazah pada peti 

jenazah, perlu ditambahkan 

keterangan distribusi nota 

dinas oleh protokol, 

pemberian informasi kepada 

Pamdal terkait pengibaran 

bendera setengah tiang, urutan 

contoh dokumen. 

 



  

IT & Multilingual, Jejaring Luas, 

Integritas 

Kontribusi Terhadap Visi-Misi 

Organisasi; 

Mendukung Misi Biro dalam 

menyelenggarakan dukungan 

keprotokolan yang efisien dan tepat, 

dengan menyediakan panduan 

Mendukung Visi Biro Protokol & 

Humas untuk menjadi unit yang 

responsif melalui pengujian lapangan 

dan perbaikan berkelanjutan, dan 

“menjadi unit pendukung 

keprotokolan yang profesional, 

transparan, dan responsif”, dengan 

mengutamakan praktik konsultasi 

yang partisipatif dan adaptif. 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: 

Akuntabel, Loyal, Kompeten, 

Harmonis, Kolaboratif,  

 

*) dilaporkan Mentee (peserta) kepada Mentor sebanyak 4 (empat) kali dalam 

kurun waktu yang ditentukan 

  



  

Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi 

 

Nama : Astri Nurihsani 

NIP : 199608022025062004 

Unit Kerja : Biro Protokol 

Jabatan : Pengelola Keprotokolan 

Isu Kegiatan : Belum tersedia pedoman tertulis atau standar baku tata cara 

penyelenggaraan upacara persemayaman anggota DPR RI 

Kegiatan 4 : Review dan Finalisasi Buku Saku Pedoman 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan;  

1. Review draft oleh mentor 

& senior 

2. Menyusun versi final 

buku saku & 

mendokumentasikan 

Output kegiatan terhadap 

pemecahan isu: 

Masukan hasil review 

Buku Saku Pedoman final, laporan 

aktualisasi 

Keterkaitan Substansi mata 

Pelatihan: 

Manajemen ASN: 

Berkesinambungan  

SMART ASN: 

Profesional, Integritas 

Kontribusi Terhadap Visi-Misi 

Organisasi: 

Sejalan dengan Misi Biro untuk 

mendorong tata kelola profesional, 

transparan, dan akuntabel melalui 

proses validasi oleh pihak 

 lanjutkan  



  

berkompeten 

Selaras dengan Tugas Bagian 

Protokol dalam Persekjen DPR RI 

No. 6 Tahun 2021 Pasal 169, yaitu 

“pelaksanaan dukungan keprotokolan 

dalam upacara DPR RI dan 

Sekretariat Jenderal”, melalui 

penyediaan pedoman kelembagaan 

yang terdokumentasi resmi. 

 

*) dilaporkan Mentee (peserta) kepada Mentor sebanyak 4 (empat) kali dalam 

kurun waktu yang ditentukan 
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Formulir Alat Bantu Coaching 

FORMULIR ALAT BANTU 

PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN TAHUN 2024 

 

Nama : Astri Nurihsani Nama Coach: Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd 

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI 

NIP : 199608022025062004 

 

No. 
Tanggal 

Pembimbingan 

Isu atau Hal Yang 

Dibahas 

Media 

Komunikasi 

Rekomendasi 

Pembimbingan 

Tanda Tangan 

Coach 

1 

24 Agustus 2025 Memeriksa revisian 

rancangan aktualisasi 

Whatsapp 1. Memperbaiki 

Tata Penulisan 

Landasan 

Hukum pada 

bagian Dasar 

Hukum, 

Keterkaitan 

SMART ASN 

dan 

MANAJEMEN 

ASN pada 

Tabel 

Rumusan Isu,  

2. Penambahan 

paragraf 

mengenai 

Keterkaitan 

SMART ASN 

dan 

MANAJEMEN 

ASN pada 

ketiga isu 

3. Perubahan 

nama Kegiatan 

dari 

“Konsultasi 

dengan Mentor 

dan Senior 

 



  

Protokol” 

menjadi “Studi 

Literatur dan 

Referensi 

Pedoman 

Penyelenggara

an Upacara 

Persemayama

n” 

2 
16 Oktober 2025 Memeriksa revisian 

laporan aktualisasi 

Whatsapp 1. Penyebutan 

Tusi subbagian 

ke Struktur 

Organisasi 

2. Setting 

halaman 

landscape 

3. Penambahan 

paragraf 

deskriptif di 

tahapan 

kegiatan 

aktualisasi 

 

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

*) Pembimbingan yang sah adalah yang 

Ditandatangani oleh Coach 


